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ABSTRAKSI

WIDHA ANGGA MAYRINA. 0410113192. UPAYA PEGADAIAN DALAM
PENYELESAIAN KREDIT KELAYAKAN USAHA PEGADAIAN (KUP)
BERMASALAH MELALUI JASA PT. ASKRINDO.

(Studi pada Kantor PERUM Pegadaian Cabang Branta-Pamekasan,
Madura)

Dosen Pembimbing Utama : Mudayati P. Sumarman S.H., C.N., Dosen
Pembimbing pendamping :_Adum Dasuki S.H.,M.S.

Persaingan kredit untuk usaha mikro dan kecil pada saat ini semakin
tajam. Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang telah berkecimpung
lama dalam usaha perkreditan berusaha untuk terus bersaing memperebutkan
pasar yang cukup menjanjikan. Bentuk kredit yang relevan untuk maksud tersebut
adalah Kredit kelayakan Usaha Pegadaian (KUP) dengan pola penjaminan fidusia,
atau yang biasa disebut dengan KREASI, dimana kredit diberikan kepada
pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usahanya, sementara
barang yang dijadikan agunan tetap berada dalam penguasaannya. Namun dalam
KREASI, barang yang dijadikan agunan tetap berada dalam penguasaan debitur,
maka beberapa permasalahan baru akan timbul. Dalam lingkungan pekerjaan atau
bisnis, usaha mengatasi resiko dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu
cara adalah melalui ”Asuransi”. Maka dari itu, jika dalam kredit KUP terdapat
kredit yang bermasalah, maka pihak Pegadaian sudah mengatisipasi kemungkinan
yang terjadi dengan cara mengansurasikan bukti-bukti barang jaminan tersebut
kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO). Yang menjadi
permasalahan dalam hal ini adalah: Apa saja kendala dalam penyelesaian kredit
KUP bermasalah melalui jasa PT. Askrindo dan Bagaimana upaya Perum
Pegadaian dalam mengatasi penyelesaian kredit KUP yang bermasalah melalui
jasa PT. Askrindo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala yang terjadi dalam
prakteknya, diantaranya adalah kendala yuridis. Yakni kendala yang dikarenakan
oleh aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan Kredit KUP. Dalam hal ini,
mengacu pada Adendum I dan Il Perjanjian Pertanggungan Kredit Usaha Mikro
Pegadaian antara PT Askrindo dengan PERUM Pegadaian terdapat aturan atau
Pasal-Pasal yang mengatur jalannya atau proses klaim asuransi kredit.
Diantaranya yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) yang mengatur mengenai
Batalnya Hak Tertanggung Atas Ganti Rugi. Selain adanya kendala-kendala
yuridis, juga terdapat kendala non yuridis. Kendala-kendala non yuridis yang
dialami oleh Pegadaian, seringkali diakibatkan oleh beberapa faktor. Diantaranya
adalah, Faktor Ekstern dan Faktor Intern, diantaranya yaitu : Self Dealing, Non
Existance of Soud Lending Police, Incomplete Credit Information, Failure to
Obtain or Enforce liquidation agreement, Technical Incompetency, Poor
Selection of Risk, Overinancing atau Underfinancing, Lack of Supervising.

Adapun upaya Perum Pegadaian dalam mengatasi penyelesaian kredit
KUP bermasalah melalui jasa PT. Askrindo adalah : Upaya preventif, Upaya Sita
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan kredit untuk usaha mikro dan kecil pada saat ini semakin tajam
apalagi dengan semakin banyaknya bentuk-bentuk kredit yang diluncurkan oleh
berbagai lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Pegadaian
sebagai salah satu lembaga keuangan yang telah berkecimpung lama dalam usaha
perkreditan berusaha untuk terus bersaing memperebutkan pasar yang cukup
menjanjikan.

Perum pegadaian sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang usaha
menyalurkan kredit secara hukum gadai kepada masyarakat (terutama masyarakat
kecil dan menengah), berusaha merespon hal tersebut dengan meluncurkan suatu
bentuk kredit yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah dan kebutuhan
masyarakat di satu sisi, dengan keterbatasan space penyimpanan barang jaminan
di kantor cabang Perum Pegadaian di sisi lain.

Melalui produk andalan gadai, ternyata sangat lambat perkembangannya
karena kredit gadai mensyaratkan adanya barang jaminan. Adapun produk-produk
kredit yang ditawarkan di Pegadaian adalah, antara lain : Kredit Cepat Aman
(KCA), Gadai Efek, Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA), Kredit Usaha
Rumah Tangga (KRISTA), Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG), dan Kredit

Kelayakan Usaha Pegadaian (KUP) yang dulunya bernama Kredit Usaha Kecil
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Menengah (UKM), yang berupa Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) dan Kredit
Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA).

Pada saat ini banyak UKM (Usaha Kecil Menengah) menderita karena
beban bunga tinggi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Bl). Memang mereka
tak terlalu mengeluh akibat tingkat bunga tinggi. Mereka pun rata-rata mampu
mengembalikan kredit secara baik. Namun marilah kita sejenak merenungkan
lagi, apa yang bisa diperbuat dunia perbankan kita untuk menggerakkan sektor riil
yang bagaimanapun harus diakui saat ini belum bangkit dengan baik. Sedikit
patriotik, marilah Kkita luangkan waktu memikirkan apa yang bisa disumbangkan
ke UKM yang di mana-mana diakui sebagai sektor penyelamat perekonomian
nasional ketika krisis ekonomi melanda negeri ini.

Pemerintah jelas dan harus mengambil peran. Secara khusus kita bisa
menunjuk kebijakan pemerintan menetapkan kewajiban BUMN menyalurkan
pinjaman 5% dari keuntungannya. Bagaimanapun kebijakan itu cukup kondusif
untuk mengembangkan UKM. Perlu dipikirkan mekanisme alokasi dana tersebut
agar lebih optimal. Dalam pengertian, kredit dapat kembali, UKM yang
mendapatkan kredit lebih merata, serta lancar dalam penyaluran. Untuk
optimalisasi penyaluran kredit itu perlu kerja sama antara BUMN dan perbankan
dalam menyalurkan kredit.

Dana BUMN untuk UKM dapat ditempatkan di bank dan bank
menyalurkan ke UKM dengan tetap mendasarkan persyaratan wajar dan layak,
tetapi dengan bunga rendah. Dengan demikian, ada unsur "subsidi" yang diberikan

BUMN serta perbankan ke UKM. BUMN memberikan subsidi dalam bentuk
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bunga rendah dan perbankan memberikan bantuan dalam penyaluran dana.
Sepanjang ada kehendak baik kerja sama itu tidaklah sulit dilakukan. Namun
tingkat bunga rendah hanya syarat yang diperlukan (first order condition) dan
masih memerlukan syarat kecukupan (second order condition). Syarat kecukupan
itu adalah internal manajemen UKM. Kelayakan yang diharapkan dari UKM yang
akan diberi pinjaman murah haruslah dalam pengertian kelayakan manajerial.

Bentuk kredit yang relevan untuk maksud tersebut adalah Kredit
kelayakan Usaha Pegadaian (selanjutnya disebut Kredit KUP) dengan pola
penjaminan fidusia, atau yang biasa disebut dengan KREASI, dimana kredit
diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan
usahanya, sementara barang yang dijadikan agunan tetap berada dalam
penguasaannya sehingga masih tetap dapat dimanfaatkan. Kredit secara fidusia
merupakan jenis kredit dengan pengikat jaminan dari lembaga pengikatan yang
memberikan hak preferent kepada kreditur sebagai lembaga jaminan model
fidusia. Dalam pelaksanaannya, produk tersebut mendapat reaksi positif dari
masyarakat, terutama pengusaha kecil dan menengah. Meskipun pada sisi tertentu
terdapat perbedaan prosedur jika dibandingkan dengan gadai konvensional,
khususnya menyangkut masalah perlindungan hukum bagi kreditur.

Berkaitan dengan adanya dana dari Surat Utang Pemerintah yang harus
disalurkan dalam bentuk kredit kepada para pengusaha mikro dan kecil, maka
Pegadaian berusaha untuk ikut menyemarakkan penyaluran kredit bagi usaha

mikro dan kecil tersebut.
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Perum Pegadaian mengadakan perluasan untuk menarik nasabah yang
mulai menurun akibat pertumbuhan bisnis credit card dan munculnya sejumlah
BPR baru dengan mengeluarkan kredit sistem gadai dengan cara pengembalian
dalam bentuk KREASI dan KRASIDA. Dalam produk tersebut terdapat
kemudahan pendapatan bantuan modal kepada usaha kecil dan menengah yang
diwujudkan melalui sistem pembayaran kredit usaha dengan cara mengangsur.
Pola pengembalian dengan sistem tersebut dirasa lebih fleksibel dalam jangka
waktu serta bunga yang kompetitif.

Harus diakui, dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang
ditawarkan pendapatan atau keuntungan suatu bank dan Pegadaian lebih banyak
bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya, terlebih lagi bagi bank-bank
yang belum berstatus atau lembaga non perbankan seperti Pegadaian. Oleh
karenanya, pemberian kredit tersebut secara terus-menerus dilakukan oleh bank
dan Pegadaian dalam kesinambungan operasionalnya.

Namun pada sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada
nasabah, terdapat resiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan
tersebut sehingga ada adagium berbunyi: ”Bisnis Perkreditan adalah bisnis resiko”
dan dengan pertimbangan risiko inilah, Pegadaian harus selalu melakukan analisis
yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya.

Akan tetapi, dalam dunia bisnis, kepercayaan itu seringkali semu. Dan

terlebih lagi dalam praktek di Indonesia saat ini, di mana dunia bisnis terlampau

! H.R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book),P.T. CITRA
ADITYA ABADI, Bandung, hal.6.
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kental dengan elemen-elemen keculasan, kolusi, katabecele, sikut-menyikut, muka
badak dan lain sebaliknya.?

Maka sektor hukum kemudian turun tangan memberikan rambu-
rambunya. Bahwa perbankan harus prudent. Bahwa bisnis suatu perbankan,
termasuk dalam pemberian kredit, harus safe, sound, and without substansial risk.
Dan, agunan pun disyaratkan.

Pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil agar mampu beroperasi lebih
efisien dan produktif serta berdaya saing tinggi menjadi sasaran utama pemerintah
dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan. Kebijakan yang
diambil dalam hal ini adalah dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif
dan peluang berusaha seluas-luasnya, di samping pemberian fasilitas dalam
bentuk perlindungan dari persaingan tidak sehat, pendidikan dan pelatihan,
informasi bisnis dan teknologi, serta permodalan awal dan lokasi berusaha.

Sebenarnya dalam pengajuan kredit di Pegadaian maupun bank jaminan
utama adalah kepercayaan. Namun dalam prakteknya, bank akan meminta
jaminan fisik (collateral) dari pengusaha yakni berupa benda bergerak maupun
benda tak bergerak atau benda berwujud atau tidak berwujud dan nilainya harus
lebih besar atau minimal sama dengan jumlah uang yang dipinjam. Jaminan
merupakan salah satu instrument analisa yang umum digunakan dalam dunia
perbankan untuk mengetahui bahwa seseorang dapat dipercaya untuk memperoleh
kredit. Selain itu di dalam dunia Perbankan digunakan juga apa yang dinamakan

agunan, Agunan kredit adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah

2 Munir Fuady, 2002, Hukum Perkreditan Kontemporer(cetakan ke-2), P.T. CITRA ADITYA
ABADI, Bandung, hal.3.
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(debitur) kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip Syari’ah (Pasal 1 butir 23 UU No,10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan). Dalam ketentuan umum mengenai agunan berdasarkan kamus
ekonomi dikatakan bahwa agunan adalah jaminan kebendaan, baik asset yang
bergerak maupun tidak bergerak, yang diserahkan oleh nasabah debitur/
pemiliknya kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.

Begitu juga halnya dalam dunia Pegadaian juga terdapat Agunan kredit.
Namun dalam KREASI, barang yang dijadikan agunan tetap berada dalam
penguasaannya sehingga masih tetap dapat dimanfaatkan, maka beberapa
permasalahan baru akan timbul. Dalam lingkungan pekerjaan atau bisnis, usaha
mengatasi resiko dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu cara adalah
melalui  ”Asuransi” atau “Pertanggungan”. Tujuan dari asuransi atau
pertanggungan itu memang adalah untuk memperalihkan resiko. Maka dari itu,
jika dalam kredit KUP terdapat kredit yang bermasalah, maka pihak Pegadaian
sudah mengatisipasi kemungkinan yang terjadi dengan cara mengansurasikan
bukti-bukti barang jaminan atau agunan tersebut kepada PT. Asuransi Kredit
Indonesia (ASKRINDO).

PT. Askrindo didirikan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen
Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1971, sebagai bagian dari upaya
menumbuh kembangkan UKM. Pada awalnya untuk melaksanakan upaya
tersebut, Askrindo menjalankan usaha Asuransi Kredit Bank dan dalam
perkembangan selanjutnya upaya tersebut dilengkapi dengan usaha-usaha lainnya,

khususnya di bidang Penjaminan. Jenis jasa yang yang baru ini tidak hanya
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memperbesar akses pengusaha terhadap sumber perkreditan, tetapi juga
mendukung arus perdagangan di dalam dan luar negeri. Seluruh usaha tersebut,
pada dasarnya memiliki manfaat yang hampir sama yaitu memperbesar akses
sektor riil terhadap sektor finansial.
Pengajuan klaim ke PT. Askrindo untuk penggantian kerugian yang timbul
pada masa pertanggungan dilakukan untuk kredit macet berikut :*
1. Kredit macet pada saat jatuh tempo.
2. Kredit macet karena menunggak 3 (tiga) kali angsuran berturut-
turut.
3. Kredit macet akibat nasabah dinyatakan pailit oleh Pengadilan
Niaga.
4. Kredit macet akibat terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan
kendaraan yang dijaminkan mengalami kerusakan total minimal
75% dari nilai kendaraan.
5. Kredit macet karena kendaraan yang dijaminkan hilang.
6. Kredit macet karena nasabah meninggal dunia.
Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin meninjau
bagaimana upaya Pegadaian dalam menyelesaikan Kredit KUP yang bermasalah

melalui jasa PT. Askrindo.

% Pasal 5, Perjanjian Kerjasama Asuransi Kredit Pegadaian dengan PT. Askrindo.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang yang telah peneliti uraikan
sebagaimana di atas, dapatlah dibuat sebuah permasalahan sebagai berikut :
1. Apa saja kendala dalam penyelesaian kredit KUP bermasalah
melalui jasa PT. Askrindo?
2. Bagaimana upaya Perum Pegadaian dalam mengatasi penyelesaian

kredit KUP yang bermasalah melalui jasa PT. Askrindo?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mendeskripsikan mengenai kendala dalam penyelesaian
agunan kredit KUP (Kelayakan Usaha Pegadaian) yang bermasalah
melalui jasa PT. Askrindo.
2. Untuk memberikan pemaparan mengenai upaya Perum Pegadaian
dalam mengatasi kredit KUP yang bermasalah melalui PT.

Askrindo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan informasi mengenai kendala penyelesaian agunan kredit
bermasalah melalui P.T. Askrindo.

b. Memberikan penjelasan tentang upaya Pegadaian dalam mengatasi kredit
KUP yang bermasalah melalui P.T. Askrindo, sesuai Undang- undang

dengan konsekwensi yuridis dalam lalu lintas Perbankan sehingga dapat
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mengembangkan hukum pada umumnya dan hukum Perbankan dalam
bidang hukum Ekonomi pada khususnya.

c. Dapat meningkatkan kompetensi kecerdasan intelektual dan emosional
mahasiswa.

d. Sebagai sarana memperluas khasanah ilmu pengetahuan dan pengalaman
sebelum terjun ke dunia kerja dalam lingkup perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Nasabah
Memberikan sumbangan pengetahuan kepada nasabah akan konsekwensi
apabila terjadi kredit bermasalah dalam hal Debitur tidak dapat
melaksanakan kewajibannya kepada Kreditur (Pegadaian) dalam
pengembalian kredit yang telah jatuh tempo.

b. Bagi Perum Pegadaian

1. Sebagai masukan dalam rangka percepatan target penyelesaian
kredit KUP bermasalah melalui jasa PT. Askrindo.

2. Sebagai bahan masukan yang obyektif dalam upaya percepatan
penyelesaian kredit macet dipandang perlu untuk mengatur
penyerahan kredit dari PT. Askrindo berikut penarikannya.

3. Sebagai bahan masukan yang obyektif atau sumbangan
pemikiran bagi instansi/ bank untuk membantu kinerja dimasa
yang akan datang khususnya pada persaingan global yang
semakin kompleks dalam dunia perbankan dan BUMN dimasa

yang akan datang.
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c. Bagi Fakultas/ Perguruan Tinggi
1. Sebagai bahan tambahan alternatif materi kuliah dan
penyempurnaan kurikulum agar lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program pendidikan
di Fakultas Hukum dengan bidang lapangan kerja di lingkup

Perbankan.

E. Sistematika Penulisan
Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut :
BAB |: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat: latar belakang dan alasan pemilihan judul,
permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.
BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan kerangka dasar teoritik yang merupakan landasan
dalam penelitian yang terdiri dari tinjauan umum yang menguraikan:Kajian
mengenai Gadai, Kajian mengenai Perum Pegadaian, Kajian mengenai
Perkreditan (Istilah Kredit, Unsur-unsur Kredit, Fungsi kredit, Jenis-jenis
Perkreditan, Proses pemberian kredit KUP), Kajian Tentang Perjanjian Kredit,
Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit, Kajian Jaminan dalam Perjanjian Kredit
Pegadaian, Kajian Mengenai Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah
(Kajian Mengenai Kredit Bermasalah, Penyelamatan Kredit, Penyelesaian Kredit),

Kajian Mengenai PT. Askrindo.
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BAB Il : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk
memperoleh data-data yang menunjang penelitian ini, yang terdiri dari, metode
pendekatan, lokasi penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data,
teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data serta definisi
operasional variabel.
BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh secara langsung dari
lapangan yang berkaitan dengan tempat atau obyek penelitian yakni mengenai
kredit, perjanjian kredit, Kedit KUP serta pembahasan yang berupa penjelasan-
penjelasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat, berupa uraian-
uraian tentang upaya Pegadaian dalam menangani kredit KUP yang bermasalah

melalui jasa PT. Askrindo.

BABV : KESIMPULAN
Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari

pembahasan dan disertai dengan saran.
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BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian mengenai Gadai

Gadai dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1150 s/d Pasal 1160
KUHPerdata, yaitu suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu kebendaan
bergerak yang diserahkan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur yang
memberikan kekuasaan preferen (didahulukan) kepada kreditur untuk melakukan
eksekusi atas barang tersebut sebagai pelunasan hutang, apabila debitur
wanprestasi atau bad debt.

Lembaga gadai ini yang digunakan oleh Perum Pegadaian sebagai lembaga

resmi yang dapat melakukan kegiatan usaha penggadaian di Indonesia.

Definisi gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdata adalah sebagai berikut :
”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas
namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk
mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada
orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang
barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan
nya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.
Dari definisi tersebut dapat diketahui beberapa unsur pokok, yaitu :

1) Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada
kreditur pemegang gadai.

2) Penyerahan dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain

atas nama debitur
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3) Barang yang menjadi objek gadai atau barang gadai hanyalah barang
bergerak
4) Kreditur pemegang gadai berhak untuk megambil pelunasan dari barang
gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.”
Pemberian gadai pada dasarnya adalah suatu jaminan dalam hal
pelaksanaan suatu prestasi yang akan diberikan oleh debitur untuk masa yang
akan datang. Mengingat bahwa, gadai memberikan kekuasaan pada pemegang

gadai untuk mengambil pelunasan dari barang gadai secara didahulukan.’

B. Kajian mengenai Perum Pegadaian

Pegadaian merupakan perusahaan umum (PERUM) dan merupakan bagian
dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah
bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum
gadai. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu
sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan
PP.N0.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan
PP.N0.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.N0.103/2000) berubah lagi menjadi
Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang. Diatur melalui Undang-undang
No. 9 Tahun 1969 dan perusahaan umum bersifat "Public Utility”. Dalam
Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Pasal 1 disebutkan, bahwa Perum

Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 9

* Oey Hoey Tiong, 1984, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Ghalia Indonesia,
Jakarta, hal 17.

® Wirjono Prodjodikoro, 1960, Hukum Perdata tentang Hak-hak Atas Benda, Surungan , Jakarta,
hal 176.
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Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan

Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara yang dipisahkan

dan tidak terbagi atas saham. Sifat dari Perum Pegadaian adalah untuk

menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk

keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan pemerintah. (Pasal 6, PP 103/2000).
Pegadaian yang didirikan berdasarkan staatsblad 1928 Nomor 81

(Pandhuis Reglement) merupakan satu-satunya lembaga penyalur kredit di

Indonesia yang operasionalnya berlandaskan pada hukum gadai, sasarannya

berorientasi pada rakyat kecil, memberi bantuan modal bagi masyarakat golongan

ekonomi lemah bahkan sampai urutan masyarakat yang berekonomi paling

bawah.®

Dalam PP No. 103 Tahun 2000 Pasal 7, dijelaskan bahwa Perum Pegadaian :

a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan kecil
dan menengah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa
di bidang keuangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
b. Menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak

wajar lainnya.
Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

PP No0.103 Tahun 2000, perusahaan menyelenggarakan usaha :

a. Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dan

® AR. Sutalaksana, 1994, Kendala-Kendala Yuridis dalam Operasional Perum Pegadaian, dalam
Himpunan Pemikiran Tentang Kendala-Kendala Yuridik Pengembangan Perum Pegadaian dalam
Menunjang Pembangunan Ekonomi Nasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang,
hal 8.
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b. Penyaluran uang pinjaman atas dasar jaminan fidusia, pelayanan jasa
titipan, sertifikasi logam mulia dan batu adi unit toko emas dan industri
perhiasan emas dan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dengan persetujuan MenKeu.

Perum Pegadaian Kini hadir sebagai institusi penyedia pembiayaan jangka
pendek dengan syarat mudah, cepat dan tidak bertele-tele sesuai dengan mottonya

yaitu ”Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

C. Kajian mengenai Perkreditan.

C.1. Istilah Kredit.

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani ”Credere” yang berarti
kepercayaan, sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan
(ditinjau dari sudut ekonomi ) :

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat
disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak untuk
melunasi utangnya, setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas
prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini
kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit
menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi

koperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan

debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya,
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kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko,
dan pertukaran ekonomi pada masa-masa mendatang.’

Dari pengertian tersebut, setidaknya terdapat 4 (empat) unsur pokok kredit,
yaitu kepercayaan, waktu, resiko, dan prestasi.

a. Kepercayaan, berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan
adanya keyakinan oleh bank atau pegadaian bahwa kredit tersebut akan
dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang
telah diperjanjikan.

b. Waktu, disini berarti bahwa pelepasan kredit oleh bank atau pegadaian dan
pembayaran kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang
telah diperjanjikan.

c. Risiko, berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apa pun akan
terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka
waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini berarti
semakin tinggi risiko kredit tersebut.

d. Prestasi, berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank atau
pegadaian dan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada
saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.

C.2. Unsur-unsur Kredit
Dalam kegiatan kredit dapat disimpulkan adanya unsur-unsur ®:
a. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas

prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana

" 0.P. Simorangkir (1988).
® Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama
: Jakarta, hal, 115.
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yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikannya pada

waktu tertentu;

. Tenggang waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara

pemberian kredit dan pelunasannya, jangka waktu tersebut
sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati
bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana;
Prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi pada
saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian
pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana
berupa uang dan bunga atau imbalan;

Risiko, yaitu adanya resiko yang mungkin akan terjadi
selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit
tersebut sehingga untuk mengamankan pemberian kredit
dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari
nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan

jaminan dan agunan.

C.3. Fungsi kredit

Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit

dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan, kredit mempunyai fungsi.’

1. Meningkatnya daya guna uang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

° Djumhana Muhammad, 2003, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti : Bandung,

hal 373.
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Salah satu alat stabilitas ekonomi.
Meningkatkan kegairahan berusaha.
Meningkatkan pemerataan pendapatan.

Meningkatkan hubungan internasional.

C.4. Jenis-jenis Perkreditan

Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu pada kriteria tertentu.

1. Jenis kredit menurut kelembagaannya.

a. Kredit perbankan yang diberikan oleh Bank Milik
Negara, atau Bank Swasta kepada masyarakat untuk
kegiatan usaha, dan/atau konsumsi.

b. Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank
Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia,
yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk
membiayai kegiatan perkreditanya.

c. Kredit Langsung, kredit ini diberikan oleh Bank
Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi
pemerintah (kredit program).

d. Kredit (pinjaman antar bank), kredit ini diberikan oleh
bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan

dana.

2. Jenis kredit menurut jangka waktunya.

a. Kredit jangka Pendek (short term loan), yaitu kerdit

yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
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b. Kredit Jangka Menengah (medium term loan), yaitu
kredit berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3
(tiga) tahun.

c. Kredit jangka Panjang yaitu kredit yang berjangka lebih
dari 3 (tiga) tahun.

3. Jenis kredit menurut penggunaannya.

a. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank
pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepeda
perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya
untuk kebutuhan sehari-hari.

b. Kredit Produktif baik kredit investasi, ataupun kredit

eksploitasi.

1. Kredit Investasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk
penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap.

2. Kredit Eksploitasi, yaitu kredit yang dtujukan untuk
penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha
akan modal kerja.

4. Jenis kredit menurut keterikatannya dengan dokumen.

a. Kredit Ekspor, yaitu semua bentuk kredit sebagai
sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi bisa dalam
bentuk kredit langsung maupun tidak langsung seperti

pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek, maupun
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kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi
ekspor.

b. Kredit Impor, unsur dan lingkupnya pada dasarnya
hampir sama dengan kredit ekspor karena jenis kredit
tersebut merupakan kredit berdokumen.

5. Jenis kredit menurut aktivitas perputaran usaha.

a. Kredit Kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada
pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.

b. Kredit Menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada
pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha
kecil.

c. Kredit Besar, yaitu pada dasarnya ditinjau dari segi
jumlah kredit yang diterima oleh debitur.

6. Jenis kredit menurut jaminannya.

a. Kredit tanpa jaminan, atau kredit blanko (unsecured

loan)
Kredit tanpa jaminan, yaitu pemberian kredit tanpa
jaminan (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif
dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji
bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya dalam transaksi
perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya.

b. Kredit dengan jaminan (secured loan).
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Kredit ini diberikan kepda debitur selain didasarkan
adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga
didasarkan kepada adanya agunan atau jaminan yang
berupa fisik (collateral) sebagai jaminan tambahan
misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat bangunan

dan sebagainya.

D. Kajian Tentang Perjanjian Kredit

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi lembaga perbankan maupun non
perbankan mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit, adalah bunyi Pasal
1 ayat 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-
undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa kredit diberikan berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak
lain.

Dalam suatu perjanjian kredit yang krediturnya adalah bank, dalam
memberikan kreditnya kepada calon debitur (nasabah), selalu mensyaratkan
adanya suatu perjanjian yang tertulis. Sedangkan dalam ketentuan tersebut diatas
tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai adanya persetujuan atau perjanjian
yang tertulis sebagai wujud nyata dari perjanjian kredit. Normalnya, suatu kredit
baru dilucurkan setelah ada suatu kesepakatan tertulis, walaupun mungkin dalam
bentuk yang sangat sederhana antara pihak kreditur sebagai pemberi kredit dengan
pihak debitur sebagai penerima kredit. Kesepakatan tertulis ini sering disebut

dengan “Perjanjian Kredit” (Credit agreement, loan agreement).
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Persetujuan kredit yang disampaikan pihak pemberi kredit kepada calon
nasabah dalam bentuk surat keputusan kredit. Setelah calon nasabah melengkapi
persyaratan yang tertuang dalam surat keputusan kredit maka pemberi kredit dan
nasabah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kredit yang
merupakan hubungan keperdataan antara pemberi kredit dan nasabah. Perjanjian
kredit tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti peminjam
wajib mengembalikan kreditnya dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah
bunga/jasa, imbalan atau pembagian hasil, sedangkan pemberi kredit
berkewajiban menyediakan sejumlah dana tertentu selama jangka waktu tertentu.
Perjanjian kredit tersebut biasa disebut perjanjian pokok karena selain perjanjian
tersebut dikenal juga adanya perjanjian yang bersifat asesoir yakni pengikatan
jaminan seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, dan cessie.

Pada umumnya perjanjian kredit dibuat dengan menggunakan standart
contract yaitu perjanjian yang isinya disusun menurut ukuran tertentu oleh salah
satu pihak yakni pemberi kredit dan tinggal meminta persetujuan nasabah dan
biasanya nasabah menyetujuinya. Walaupun digunakan standart contract namun
perjanjian kredit tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang
mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

a. Adanya kata sepakat para pihak yang berjaniji;
b. Para pihak cakap dalam membuat perjanjian;
c. Berisi satu hal;

d. Sebab yang halal;
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Syarat sahnya suatu perjanjian di atas dibedakan atas syarat subyektif
untuk huruf a dan b karena ditujukan kepada pembuat perjanjian dan syarat
obyektif untuk huruf ¢ dan d karena ditujukan kepada objek yang diperjanjikan.
Dalam hal satu syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi
hukum, artinya sejak semula tidak pernah ada perjanjian. Dalam hal suatu syarat
obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah
satu pihak mempunyi hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan. Perjanjian
ada namun karena kesepakatan tidak terpenuhi, hakim atas permintaan salah satu
pihak dapat membatalkannya, sebaliknya jika perjanjian tersebut tidak dimintakan
pembatalan, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat serta merupakan Undang-
undang bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian kredit juga memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan
perjanjian hutang piutang. Perbedaan tersebut adalah :

Terletak pada sifat perjanjian tersebut. Perjanjian kredit bersifat konsensuil sedang
perjanjian hutang piutang bersifat riel. Riel berarti bahwa perjanjian baru ada
setelah uang yang dipinjamkan dalam perjanjian kredit diserahkan secara nyata

kepada debitur.
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E. Proses Pemberian Kredit KUP

Dalam proses pemberian Kredit KUP diperlukan analisa pemberian kredit

yang dilakukan oleh petugas operasional Kredit KUP.

Penilaian kelayakan usaha calon nasabah dilakukan dengan meggunakan

prinsip dasar penilaian usaha. Kepercayaan Lembaga Keuangan Pemberi Kredit

terhadap calon debitur yang didasarkan atas keyakinan Lembaga Keuangan

Pemberi Kredit tentang pemenuhan prinsip perkreditan ,,five C’s of Credit“ dan

juga 3 R™ sebagai berikut :

a. Karakter (Character) : "The customer’s willingness to meet credit

obigation®*. Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana
itikad baik dan kejujuran calon nasabah untuk membayar kembali kredit
yang telah diterimanya. Dalam hal ini lebih dititik-beratkan pada aspek
moral, yaitu sifat dan perilaku pribadi serta tanggung jawab calon nasabah
tersebut. Untuk mendapatkan informasi tentang character nasabah
dilakukan perkunjungan ke lokasi usaha nasabah. Data kepribadian yang
diketahui dari wawancara terhadap calon nasabah dilakukan penggalian
informasi lebih lanjut dengan mewawancarai tetangga, tokoh masyarakat,
pemasok, pengusaha sejenis, rekan usaha, pembeli, dan kreditur lainnya.

Kapasitas (Capacity) : "The customer’s ability to meet credit obligation
out of operating cash flows*. Maksud penilaian ini adalah untuk

mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan kredit yang

19 Stephen A Ross, Radolph Warterfield dan Jeffrey Jaffe, 1999, Five C’s of Credit , hal 47.
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telah diterimanya. Penilaian dilakukan melalui peninjauan kegiatan usaha
yang akan dibiayai dari kredit yang diajukan.

Modal (Capital) : "The customer’s financial reserves®. Penilaian
dimaksudkan untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki modal
yang memadai untuk menjalankan usahanya. Idealnya jumlah kredit yang
diajukan tidak lebih besar dari modal yang dimiliki. Besar kecilnya modal
dapat dilihat dari neraca perusahaan yaitu pada komponen modal, laba
ditahan dan lain-lain. Modal ini dapat juga dilihat dari akta pendirian dan
akta perubahan untuk perusahaan, sedangkan untuk perorangan dapat
dilihat dari kekayaan calon nasabah setelah dikurangi dengan utang-
utangnya.

. Nilai Jaminan (Collateral) : "Apleged assets in the case of default*.
Untuk mengamankan kemungkinan gagalnya pengembalian kredit, maka
perlu dinilai seberapa besar nilai barang jaminan yang akan diserahkan
oleh calon nasabah. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengaman bila
usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain
dimana nasabah tidak mampu melunasi kreditnya dari usahanya yang
normal. Jaminan ini disebut dengan istilah Jaminan Tambahan yang
sifatnya sebagai pelengkap dari kelayakan usaha nasabah yang dibiayai
kredit. Sebagai jaminan tambahan, collateral biasanya disebut sebagai
second way out yaitu sebagai alternatif penyelesaian kredit apabila dari
first way out (hasil usaha) yang dijalankan nasabah tidak mampu lagi

untuk meyelesaikan kewajibannya.
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Kondisi (Condition) : "General economic condition*. Kondisi ekonomi
satu daerah tertentu pada saat kredit diajukan akan mempengaruhi
kelancaran usaha calon nasabah. Dalam hal ini perlu diperhatikan juga
kebijakan perekonomian yang akan berdampak terhadap kegiatan usaha di
wilayah tersebut. Kondisi ekonomi ini termasuk peraturan-peraturan dan

kebijakan pemerintah yang berdampak pada usaha calon nasabah.

3R adalah sebagai berikut :

a.

Pengembalian (Return) : Kemampuan perusahaan mengembalikan modal
yang ditanamkan pada usaha tersebut, misalnya diukur dari ROI.
Pembayaran (Repayment) : Kemampuan perusahaan dalam membayar
seluruh kewajibannya, bisa diukur dari likuiditas dan solvabilitasnya.
Resiko (Risk) : Tingkat resiko yang dihadapi perusahaan.

Dalam memberikan kredit harus memperoleh suatu keyakinan mengenai

kemauan dan kemampuan dari nasabah untuk membayar kembali kredit yang

diberikan beserta bunganya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut harus

dilakuan analisa dan evaluasi atas permohonan kredit melalui wawancara,

investigasi kredit, dan analisa keuangan.

Namun bagaimanapun baiknya suatu analisa kredit, resiko kredit tetap

tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu untuk menunjang keyakinan dalam

memberikan kredit, pada umumnya lembaga keuangan mensyaratkan nasabah

untuk memberikan jaminan tambahan yang merupakan jalan alternatif kedua jika

arus kas dari usaha tidak dapat membayar pinjaman. Jaminan yang diterima harus

dinilai dan dievaluasi, penilaian itu meliputi aspek nilai ekonomis dan yuridis.
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Pemberian kredit oleh bank atau lembaga keuangan non bank dilakukan
melalui proses atau tahapan yang dalam istilah perbankan disebut “siklus kredit”.
Siklus ini dimulai dari permohonan kredit, pencairan sampai dengan pelunasan
kembali oleh debitur. Dan siklus kredit dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar : 1

SIKLUS KREDIT

Permohonan
Kredit

Analisis
Kredit

Pencairan
Kredit

Persetujuan
Kredit

Pengawasan
Kredit

Perjanjian
Kredit

Tambahan Kredit

Kredit

Pelunasan
Kredit

Bermasalah

Sumber : Lukman Dendawijaya (2000 : 77)
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F. Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit
Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terkait,
akan melahirkan suatu hak dan kewajiban dari para pihak tersebut. Kewajiban dari
suatu hak akan menjadi hak bagi pihak yang lainnya. Kewajiban yang timbul
dalam suatu perjanjian harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan, apabila
kewajiban itu tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka dapat dikatakan telah
melakukan wanprestasi.
Ada dua kemungkinan kewajiban tersebut tidak dipenuhi,™* yaitu :
a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun
kelalaian yang berbentuk:
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan
dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi
tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian
tidak boleh dilakukannya
b. Karena keadaan memaksa (Force Majeure), yakni keadaan
diluar kemampuan debitur.
Wanprestasi pada perjanjian kredit pada umumnya adalah ’segala
perbuatan yang dilakukan debitur yang tidak sesuai dengan apa yang telah

diperjanjikan dalam perjanjian kredit”. Dalam hal debitur wanprestasi atas

1 Abdulkadir Muhammad, 1980, Hukum Perjanjian. Alumni : Bandung , hal. 20.
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perjanjian kredit, maka pihak bank selaku kreditur dapat meminta debitur

memenuhi prestasinya.

G. Jaminan dalam Perjanjian Kredit Pegadaian

Dalam memberikan kredit harus memperoleh suatu keyakinan mengenai
kemauan dan kemampuan dari nasabah untuk membayar kembali kredit yang
diberikan beserta bunganya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut harus
dilakuan analisa dan evaluasi atas permohonan kredit melalui wawancara,
investigasi kredit, dan analisa keuangan.

Namun bagaimanapun baiknya suatu analisa kredit, resiko kredit tetap
tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu untuk menunjang keyakinan dalam
memberikan kredit, pada umumnya lembaga keuangan mensyaratkan nasabah
untuk memberikan jaminan tambahan yang merupakan jalan alternatif kedua jika
arus kas dari usaha tidak dapat membayar pinjaman. Jaminan yang diterima harus
dinilai dan dievaluasi, penilaian itu meliputi aspek nilai ekonomis dan yuridis.
Syarat agar jaminan memenuhi aspek nilai ekonomis adalah :

a. Dapat dijual belikan secara umum dan bebas;

b. Pada umumnya lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan;

c. Mudah dipasarkan/tanpa mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti;

d. Nilai jaminan stabil dan akan lebih baik kalau nilainya ada kemungkinan
akan mengalami kenaikan di kemudian hari;

e. Lokasi cukup strategis (tanah,rumah);
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f. Fisik jaminan tidak cepat rusak, lusuh, ketinggalan jaman dan lain-lain
yang dapat menyebabkan berkurangnya nilai ekonomi;

g. Mempunyai manfaat ekonomi dalam jangka waktu relatif lebih lama dari
jangka waktu kredit yang dijaminnya.

Sedangkan syarat agar jaminan mempunyai nilai yuridis adalah :

a. Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain;

b. Memiliki bukti-bukti kepemilikan yang masih berlaku;

c. Bukti-bukti kepemilikan dapat diikat sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku.

d. Tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain;

e. Milik nasabah yang bersangkutan.
Sedangkan mengenai jenis jaminan menurut hukum perdata dapat

dibedakan dalam :*2

a. Jaminan perorangan (personal guaranty), yaitu jaminan seseorang pihak
ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban
si debitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si debitur.
Menurut Prof. Subekti, oleh karena tuntutan kreditur terhadap seorang
penjamin tidak diberikan suatu “Previlege” atau kedudukan istimewa
perorangan ini tidak banyak dipraktekkan dalam dunia perbankan.

b. Jaminan kebendaan (persoonlijke en zakelijke zekerheid), yaitu jaminan
dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-

kewajiban si debitur.

12 Muhamad Djumhana, 1996, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
hal 174.
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Perjanjian jaminan pada umumnya disusun sebagai perjanjian yang
bersifat accesoir yaitu perjanjian yang diikuti dengan adanya perjanjian yang
mendahuluinya yaitu perjanjian pokok. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan
tanpa ada perjanjian pokoknya. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri
sendiri, melainkan mengikuti perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokoknya
berakhir maka perjanjian jaminannya juga berakhir. Untuk dapat membuat
perjanjian jaminan, dalam perjanjian pada pokoknya harus diatur dengan jelas
tentang adanya janji-janji tentang jaminan. Oleh undang-undang, pada pokoknya
terdapat 2 (dua) asas pemberian jaminan jika ditinjau dari sifatnya®, yaitu :

1) Jaminan yang Bersifat Umum
Yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada setiap
kreditur, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling
mendahului (konkuren) antara kreditur yang satu dan krditur
lainnya.

2). Jaminan yang Bersifat Khusus
Yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur,
hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga ia
berkedudukan sebagai kreditur previlage (hak preverent).

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan®* mengatakan bahwa dalam praktek
perkreditan (Perjanjian Jaminan Utang) tidak memuaskan kreditur, yang kurang
menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan kepada debitur.

Karena dengan jaminan bersifat umum tersebut kreditur tidak mengetahui secara

¥ HR. Daeng Naja. 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi. PT. Citra Aditya : Bandung, hal 207.
% 'Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-pokok Hukum
Jaminan dan Jaminan Perorangan , Liberty : Yogyakarta, hal. 45.
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persis berapa jumlah harta kekayaan debitur, serta kepada siapa saja debitur
berutang, sehingga dikhawatirkan hasil penjualan harta kekayaan debitur nantinya
tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya.
G.1. Kajian Mengenai Jaminan Fidusia®

Perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi dari
perkembangan-perkembangan ekonomi dan perkembangan perkreditan dalam
masyarakat Indonesia sekarang, memerlukan bentuk-bentuk jaminan baru di
samping bentuk jaminan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Namun orang
masih tetap dapat memakainya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk
keperluan usahanya. Jaminan kredit atas benda-benda bergerak semakin
memegang peranan penting di berbagai negara modern, termasuk Indonesia.

Lembaga jaminan demikian dikenal sejak jaman Romawi dengan nama
Fiducia dan di Negeri Belanda diakui oleh Hoge Raad mula-mula dalam Arrest
tanggal 25 Januari 1929 (Bierbrouwerij Arrest). Sedangkan di Indonesia
berdasarkan Arrest Hooggerechtshof tahun 1932 (BPM-Clynett Arrest) lahirlah
Jurisprudensi yang pertama mengenai lembaga fidusia. Jiranya yang demikian ini
masih terpengaruh oleh azas konkordasi dahulu.

“FIDUSIA adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar s

suatu kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik

benda”. (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Pasal 1
angka 1).

15 Sri Soedewi Msjchun Sofwan, 1977, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan
Khususnya Fiducia Di Dalam Prektek dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Yogyakarta, hal 73.
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"JAMINAN FIDUSIA adalah hak jaminan atas benda......... yang tetap
berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi
pelunasan utang tertentu......... ”.(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Fidusia Pasal 1 angka 2).

H. Kajian Mengenai Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah.
H.1. Kajian Mengenai Kredit Bermasalah
Ada beberapa pihak yang memberikan pengertian terhadap kredit
bermasalah, yaitu : pengertian umum, pengertian khusus, pengertian konsep
perbankan dan pengertian konsep akutansi.'®

Pengertian umum
Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit di mana
debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya
persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok jaminan,
peningkatan agunan, dan sebagainya.
Pengertian Khusus
Menurut pengertian khusus, suatu kredit bermasalah apabila debitur tidak
memasukkan laporan yang dijanjikannya, misalnya :

a. Laporan keuangan bulanan,

b. Laporan keuangan tahunan yang dibuat sendiri maupun yang

sudah diaudit oleh akuntan publik,

c. Laporan produksi dan persediaan bulanan, dst.
Pengertian konsep perbankan
Menurut pengertian bank tertentu definisi kredit bermasalah adalah kredit
yang berada dalam klasifikasi “diragukan” dan “macet” di sini mengacu
pada ketentuan Bank Indonesia yang dianut oleh perbankan Indonesia.
Pengertian konsep akutansi
Menurut konsep akutansi, kredit bermasalah adalah pemberian kredit yang
beresiko tinggi, sehingga memaksa bank untuk harus menyisikan sebagian
keuntungannya guna menghadapi resiko kegagalan pengembalian kredit.

Kredit Bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah
dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai
potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran

pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran

' H As Mahmoeddin, 2002, Melacak Kredit Bermasalah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 3.
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ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan
kepada pengadilan atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi
Kredit. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah tetapi kredit
bermasalah belum/ tidak seluruhnya merupakan kredit macet."’

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank. Kredit
merupakan risk asset bagi bank karena bank itu dikuasi oleh pihak luar bank yaitu
para Debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kwalitas risk
asset ini sehat dalam arti produktif dan collectabble. Namun kredit yang diberikan
kepada para debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada
waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL).
Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank hanya berusaha
menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi
ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Bank Indonesia melalui
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12
November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah
kerdit ysng diberikan Bank termasuk kredit performing loan (tidak bermasalah)
atau non performing loan (kredit bermasalah), kualitas dapat digolongkan sebagai
berikut :

1. Lancar;
2. Dalam perhatian khusus;
3. Kurang lancar;

4. Diragukan; dan

" HR Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi. PT Citra Aditya Bakti : Bandung, hal
329.
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5. Macet.

Ada beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam

kredit bermasalah, yaitu :*®

a.

Nasabah tidak membayar atau terlambat melakukan pembayaran jumlah
pokok atau terlambat melakukan pebayaran jumlah pokok atau angsuran
dan atau bunganya.

Nilai agunan atau kekuatan hukum agunan menjadi merosot, sehingga
dapat merusak kekuatan hukum agunan, atau harganya menjadi jatuh.
Kemampuan usaha nasabah menurun karena alat produksinya mulai
ketinggalan jaman dan mulai tidak disukai oleh masyarakat.

Kekayaan nasabah semakin menurun karena nasabah mulai terlibat
hutang-hutang dengan pihak lain.

Adanya beberapa persyaratan pinjam tidak dipenuhi oleh nasabah, baik
karena tidak mampu, maupun karena mempunyai itikad tidak baik.

H.2. Penyelamatan Kredit

Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah

melalui perundingan kembali antara kreditur dengan debitur dengan memperingan

syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat

pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali

untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi, tahap penyelamatan kredit ini belum

memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek

usaha masih fesible. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini

dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian

melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank

untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi*®.

'8 Ibid, hal 9
19'Sutarno, 2005, Aspek-aspek hukum perkreditan pada Bank, Alfabeta : Bandung, hal 263-266.



49

H.3. Penyelesaian Kredit
Yang dimaksud dengan penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian
kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti pengadilan atau melalui PT.
Askrindo dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan kembali.
Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini adalah untuk menjual atau
mengeksekusi benda jaminan atau cara penjualan barang jaminan secara dibawah

tangan (langsung).

I. Kajian Mengenai PT. Askrindo®

PT. Askrindo didirikan Pemerintah Republik Indonesia cg. Departemen
Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1971, sebagai bagian dari upaya
menumbuh kembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pada awalnya untuk
melaksanakan upaya tersebut, Askrindo menjalankan usaha Asuransi Kredit Bank
dan dalam perkembangan selanjutnya upaya tersebut dilengkapi dengan usaha-
usaha lainnya, khususnya di bidang Penjaminan. Jenis jasa yang yang baru ini
tidak hanya memperbesar akses pengusaha terhadap sumber perkreditan, tetapi
juga mendukung arus perdagangan di dalam dan luar negeri. Seluruh usaha
tersebut, pada dasarnya memiliki manfaat yang hampir sama yaitu memperbesar
akses sektor riil terhadap sektor finansial. Oleh karena itulah, Askrindo

menyatakan diri sebagai **A Bridge to Your Financial Trust™.

20 www.Askrindo.co.id. Diakses pada tanggal 14 Desember 2007.
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Dengan menjalankan usaha-usaha tersebut, Askrindo telah membantu

lebih dari 6 juta UKM dalam memperkuat struktur usahanya, terutama yang

bersifat finansial.

Asuransi Kredit Bank merupakan salah satu layanan jasa yang diberikan

olen Askrindo sebagai lembaga keuangan yang menjembatani sektor riil dan

sektor finansial guna meningkatkan kepercayaan perbankan dalam kebijakan

kreditnya. Manfaat yang dapat dinikmati pengguna jasa Asuransi Kredit Bank :

1. Membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam rangka pemenuhan

kekurangan persyaratan atas penyerahan barang jaminan yang ditetapkan
oleh Lembaga Pembiayaan Keuangan baik Bank maupun Non Bank.

Membantu Lembaga Keuangan Bank, Non Bank dan Badan Usaha
Pemberi Kredit untuk mengalihkan sebagian risiko finansial atas
kegagalan kewajiban pengembalian kredit oleh Usaha Kecil dan

Menengah (UKM).

Penjaminan Kredit ini umumnya lebih diarahkan pada kegiatan

pembiayaan untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek jasa konstruksi baik

yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penjaminan Kredit dari

Askrindo memiliki keunggulan. Askrindo berpengalaman dalam mengelola risiko

finansial sejak tahun 1971 :

1. Struktur permodalan Askrindo yang kuat.

2. Memiliki keterkaitan produk (product link) dengan produk Financial Risk

lainnya yang dimiliki Askrindo (One Stop Financial Risk Services).
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3. Memiliki fleksibilitas dalam mengantisipasi pasar melalui pengembangan

produk Penjaminan Kredit.

Jenis Kredit yang dapat dijamin oleh Askrindo :

1. Kredit dengan plafond per debitur diatas Rp 500.000.000,00.
2. Kredit dengan plafond per debitur dibawah Rp 500.000.000,00 ; dengan
persyaratan baik jumlah debitur maupun manajemen pengelolaan

dikategorikan massal (berkelompok).

Mekanisme Permintaan Penjaminan Kredit Permintaan Penjaminan Kredit
dilaksanakan secara kasus per kasus ke Askrindo dengan melampirkan dokumen

sebagai berikut :

1. Profil Perusahaan calon debitur (Terjamin)

2. Copy/Tembusan Permohonan Kredit dari Terjamin kepada Bank atau
Lembaga Pembiayaan Keuangan lainnya.

3. Copy Neraca Keuangan, Laba/Rugi dan Cash Flow untuk 2 tahun terakhir;

4. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi (SPKGMR).

Kriteria Umum Usaha yang dapat dijamin Askrindo :

1. Memiliki ijin usaha yang ditentukan oleh pihak yang berwenang;
2. Tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
3. Tidak sedang dalam proses kepailitan atau telah dinyatakan pailit atau

bubar demi hukum;
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4. Tidak memiliki tunggakan kredit yang digolongkan kualitas kredit

diragukan.

Salah satu produk layanan jasa melalui credit management package dalam
bentuk credit advice, credit control dan insurance protection. Produk ini
digunakan untuk memproteksi mekanisme pembayaran kredit yang Disamping
itu, produk ini memberi akses bagi sektor riil dalam rangka meningkatkan volume
ransaksi penjualan melalui kebijakan kredit (credit policy) yang fleksibel sesuai
dengan fluktuasi permintaan pasar. Credit Management Services (CMS) dari

Askrindo memiliki keunggulan :

1. Askrindo berpengalaman dalam mengelola risiko finansial sejak tahun
1971,

2. Struktur permodalan Askrindo yang kuat;

3. Memiliki keterkaitan produk (product link) dengan produk finansial risk
yang dimiliki Askrindo (one stop financial risk);

4. Memperoleh back up reasuransi yang kuat dari perusahaan reasuransi
internasional;

5. Memiliki fleksibilitas dalam mengantisipasi pasar melalui berbagai

pengembangan produk CMS.

Pengguna jasa memerlukan produk CMS karena produk ini memberikan fasilitas :

1. Credit Advice, yaitu membantu produsen/penyalur dalam menentukan

kapasitas optimum  masing-masing pembeli/debitur, memberikan
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fleksibilitas dalam mengantisipasi turun naiknya permintaan pasar dan
dapat menyampaikan informasi setiap perkembangan yang terjadi pada
sektor yang ditangani pengguna jasa;

2. Credit Control, dalam hal ini Askrindo ikut memantau risiko atas setiap

konsumen dari produsen/penyalur dan sektor perdagangan

Disamping itu, Askrindo terlibat aktif dalam restrukturisasi piutang untuk
setiap indikasi kemacetan kredit serta memberikan solusi yang terbaik untuk
menjaga kelangsungan hubungan jangka panjang antara produsen/penyalur
dengan konsumen. Insurance Protection, yaitu Askrindo memberikan ganti rugi
atas risiko kemacetan setiap pembeli barang dari produsen/penyalur setelah
dilaksanakan credit advice dan credit control. Kerugian yang ditanggung karena
insolvensi dan protracted default. Selain itu, pengguna jasa dapat menikmati

beberapa manfaat dari produk CMS ini, yaitu :

1. Membantu terlaksananya kebijakan kredit perusahaan (credit policy);
2. Mengurangi cadangan piutang ragu-ragu akibat kemacetan kredit;
3. Membantu meningkatkan volume penjualan;

4. Memberikan akses kepada sumber Pembiayaan (trade financing).
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris
(Empirical Legal Research) yang mengkaji dan membahas permasalahan-
permasalahan yang dikemukakan sehingga hasil yang diperoleh benar- benar
sesuai dengan fakta yang ada di lokasi. Metode pendekatan yuridis empiris adalah
meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan dengan melihat serta
mengkaitkan dengan kenyataan yang ada didalam implementasinya yang
bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan- kegiatan atau peristiwa alamiah yang
terjadi dalam praktek sehari- hari. Dalam penelitian ini pendekatan yuridis empiris
digunakan dalam meneliti pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah melalui
Jasa PT. Askrindo dan implementasi penanganan kredit macet yang terjadi di

Lembaga Keuangan yakni Pegadaian.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian difokuskan pada Kantor Pegadaian
Cabang Branta-Madura tepatnya di jalan Raya Branta, Pamekasan-Madura 69351
No. Telp. (0324) 327241. Yang menangani masalah kredit KUP (kelayakan usaha
pegadaian) yang bermasalah melalui jasa PT. Askrindo. Adapun alasan pemilihan
lokasi dalam penelitian ini adalah dikarenakan kantor pegadaian cabang Branta

merupakan Kantor Cabang penyelenggara Kredit KUP dan terdapat banyak
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masalah mengenai kredit KUP bermasalah yang membutuhkan klaim kepada PT.
Askrindo, maka data yang berupa informasi dan keterangan yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan penelitian ini tersedia dan dapat dikumpulkan sesuai dengan

objek kajian maupun fokus analisis.

C. Jenis Data dan Sumber Data
Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini adalah jenis data
primer dan data sekunder. Bahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
C.1. Jenis Data
a. Data Primer
Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan ( Field
research ). Data primer ini diperoleh dari responden yang berkompeten dalam hal
ini adalah Manajer Cabang dan Petugas Fungsional Kredit KUP Pegadaian
Cabang Branta-Madura. Data Primer yang berupa :
1) Hasil wawancara tidak terstruktur dari responden
2) Hasil Observasi atau Pengamatan.
b. Data Sekunder
Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka atau
penelusuran kepustakaan ( Library Research ) juga bisa disebut studi dokumenter
yang berupa Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, yaitu Undang-
undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata), serta Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
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Fidusia. Serta dengan Perjanjian Kredit termasuk didalamnya perjanjian
Acessoirnya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan
permasalahan yang terjadi dan data yang diperoleh dari instansi yang
bersangkutan maupun literatur, majalah, Koran, internet, serta data-data tertulis
lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.
C.2. Sumber Data
a.  Sumber Data Primer
Pada sumber data ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui
penelitian yang telah ditentukan serta wawancara tidak terstruktur secara langsung
pada pihak yang terkait dalam hal ini Pegadaian Cabang Branta-Madura yang
mengalami permasalahan mengenai pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah
melalui Jasa PT. Askrindo.
b. Sumber Data Sekunder
Untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan- bahan

hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri
dari 1. Peraturan Perundang-undangan, meliputi :

I. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

ii. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
iii. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Dokumen Perjanjian, meliputi :
i Adendum | dan I,

ii. Surat Permohonan Kredit,
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iii. Surat Pengajuan Klaim Asuransi kepada PT. ASKRINDO.

D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi dari penelitian ini adalah Perum Pegadaian yang dikategorikan
sebagai kantor cabang Pegadaian yang terdapat masalah dalam kredit KUP yaitu
pada PERUM Pegadaian cabang Branta, Pamekasan-Madura.
2. Sampel
Penentuan sampel dilakukan berdasarkan teknik non random, yaitu dengan
sample bertujuan (Purposive Sampel). Sampel bertujuan dilakukan dengan cara
mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi
didasarkan atas adanya tujuan.?* Yang dijadikan sampel dalam penelitian ini
adalah :

a. Manajer Cabang untuk memperoleh informasi mengenai latar
belakang perusahaan serta informasi mengenai kekuatan hukum
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti.

b. Petugas Fungsional Kredit KUP sebagai pihak yang melakukan

analisa dan pelaksanaan kredit KUP.

21 Suharsini Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta,
Jakarta. hal.117.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan
berdasarkan jenis data yang meliputi :

1. Untuk jenis data primer menggunakan teknik pengumpulan data :
Wawancara tidak terstruktur, yaitu melakukan wawancara atau
tanya jawab secara langsung dimana penulis terlebih dahulu tidak
menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan wawancara dengan manajer PERUM Pegadaian
cabang Branta, Pamekasan-Madura serta Petugas Fungsional
Kelayakan Kredit KUP secara langsung.

2. Untuk jenis data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data :
Studi Kepustakaan, yaitu cara memperoleh data melalui literatur-
literatur dan sumber-sumber yang mempunyai hubungan dengan
penelitian ini. Dilakukan dengan mengumpulkan data melalui
penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data
dari sumber-sumber yang ada. Studi ini dimaksudkan untuk
mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisa
penelitian. Disamping itu juga menganalisa Undang-undang Nomor
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan perjanjian
kredit pada Bank tersebut serta peraturan perundang-undangan yang

lain yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.



59

F. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang
merupakan hasil dari penelitian dilapangan maka penulis akan menggunakan dua
metode, yaitu :

1. Untuk data-data primer yang diperoleh dari penelitian akan
dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif,
yaitu dengan menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang
diteliti dan diperoleh baik dari wawancara maupun dari
observasi di lapangan. Kemudian terhadap masalah yang
timbul, ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori-teori dan
peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan
pelaksanaan Kredit KUP.

2. Untuk data-data sekunder yang diperolen dari bahan
kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan metode
analisis isi (content analysis) yaitu dengan menganalisis pada
konsep hukum yang diperoleh dari bahan hukum serta
menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
kenyataan-kenyataan yang berhubungan dengan permasalahan
yang dikaji, kemudian digambarkan secara rinci dan dianalisis

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.
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G. Definisi Operasional Variabel

Untuk membantu memudahkan pengertian dari materi ini, maka pada
bagian ini penulis akan menguraikan istilah-istilah yang dipergunakan dalam
menyusun penulisan ini :

a. GADAI adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas
namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk
mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada
orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk
melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk
menyelamatkan nya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus
didahulukan. (Pasal 1150 KUHPerdata)

b. PEGADAIAN adalah sebuah BUMN di Madura yang usaha intinya adalah
bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar
hukum gadai.

c. KREDIT adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga. (Pasal 1 (11) UU No 10 Tahun 1998 Atas Perubahan UU No7
Tahun 1992 Tentang Perbankan).

d. KREDIT KUP adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu

dengan menggunakan konstruksi penjaminan Kkredit secara Jaminan
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Fidusia, yang diberikan oleh PERUM Pegadaian kepada pengusaha mikro
dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan
pengembangan usahanya.

PERUM adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak
terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus
mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. (Pasal
9 Undang-undang No. 19 Tahun 2003)

PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini
serta peraturan pelaksanaannya. (Undang-Undang No.1 Tahun 1995).

. JAMINAN KREDIT adalah jaminan yang bersifat material dan immaterial
untuk mendukung keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan
debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam
perjanjian kredit.

. FIDUSIA adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar suatu
kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya
dialinkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Pasal 1 angka 1).
JAMINAN FIDUSIA adalah hak jaminan atas benda......... yang tetap

berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan
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utang tertentu......... (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Fidusia Pasal 1 angka 2).

USAHA MIKRO sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan
Rl No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah suatu usaha
produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia;
memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) per tahun.

PT. ASKRINDO adalah suatu Lembaga didirikan Pemerintah Republik
Indonesia cq. Departemen Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1971,
sebagai bagian dari upaya menumbuh kembangkan Usaha Kecil dan
Menengah (UKM).

KREDIT BERMASALAH adalah Kredit yang berpotensi mengalami
kesulitan pembayaran dan/ atau kredit yang mengalami kesulitan dalam
penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap Bank baik dalam bentuk
pembayaran kembali pokok, bunga, denda, maupun ongkos-ongkos bank
yang menjadi beban debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Perusahaan

Penelitian ini dilaksanakan di PERUM Pegadaian Cabang Branta-
Pamekasan, Madura yang terletak di Jl. Raya Branta-Pamekasan, Madura, kode
pos 69351, Telp.(0324) 327241. PERUM Pegadaian Cabang Branta-Pamekasan
Madura merupakan anak cabang dari kantor pusat Pegadaian Daerah Regional
Surabaya.

A.1. Sejarah Berdirinya Lembaga®

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda
(VOC) mendirikan BANK VAN LEENING vyaitu lembaga keuangan yang
memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di
Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan
Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah
dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian
asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (liecentie stelsel). Namun
metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir
atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa
(Inggris). Oleh karena itu metode liecentie stelsel diganti menjadi pacth stelsel
yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan

pajak yang tinggi kepada pemerintah. Pada saat Belanda berkuasa kembali pola

22 http;www-Pegadaian.co.id. Sejarah Instansi, diakses pada tanggal 21 September 2007.
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atau metode pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang
sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam
menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan
apayang disebut dengan ‘cultur stelsel’ dimana dalam kajian tentang pegadaian
saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri
oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih
besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah Hindia
Belanda mengekeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang
mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1
April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat),
selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.
Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang
terletak di jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan kantor
pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak
perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan
maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan pegadaian dalam bahasa
Jepang disebut ‘Sitji Eigeikyuku’ , Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh
orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang
bernama M.Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia kantor Jawatan
Pegadaian sempat pindah ke Karang anyar (Kebumen) karena situasi perang yang
kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa kantor Jawatan

Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya pasca perang kemerdekaan
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kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola
oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa
kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negada (PN) sejak 1 Januari 1961
kemudian berdasarkan PP.N0.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN)
selanjutnya  berdasarkan  PP.N0.10/1990 (yang diperbaharui  dengan
PP.N0.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga
sekarang. Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin
dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi publik service
obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang
signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat
mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak
menguntungkan.

A.2. Budaya Perusahaan®

Budaya perusahaan diaktualisasikan dalam bentuk simbol atau maskot dan

jargon si "INTAN” yang bermakna :

Inovatif : Penuh Gagasan (Kreatif), Aktif, menyukai tantangan

Nilai moral tinggi : Tagwa, Jujur, Berbudi Luhur, Loyal

Trampil : Mengusai Pekerjaan, Tanggap, Cepat dan Akurat

Adi Layanan : Sopan, Ramah, Berkepribadian, Simpati

Nuansa Citra : Beroriontasi Bisnis, Mengutamakan Kepuasan Pelanggan untuk

selalu berusaha mengembangkan diri

% bid.
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Makna yang terkandung dalam maskot si INTAN adalah: Kepala yang berbentuk

berlian bermakna bahwa Pegadaian sudah mengenal batu intan sudah puluhan

tahun, Intan tidak lebih dari bongkahan batu yang diciptakan alam dalam suatu

proses beratus tahun lamanya. Kekerasannya menjadikan dia tidak dapat tergores

dari benda lain. Tetapi dia juga dapat dibentuk menjadi batu yang sangat

cemerlang (brilliant). Dengan kecemerlagan itulah kemudian dia disebut berlian.

Karakteristik batu intan itu diharapkan terdapat juga dalam setiap insan

Pegadaian. Sikap tubuh dengan tangan terbuka dan tersenyum memberi makna

sikap seorang pelayan yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada siapa

saja. Rompi warna hijau bermakna memberi keteduhan sebagai insan Pegadaian.

A.3. Struktur Organisasi Perum Pegadaian®*

Gambar 2 : Struktur Organisasi
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Job Description

1) Manajer Kredit KUP

Tugas-tugas :

a.

Melakukan pembinaan meliputi semua bidang tugas dan fungsi kredit
KUP.

Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan
mengendalikan program pemasaran, bina usaha, dan pengembangan Kredit
KUP.

Merencanakan dan mengorganisasikan pembukaan cabang pelaksana
Kredit KUP.

Merencanakan dan mengorganisasikan sistem administrasi dan sistem
akutansi Kredit KUP.

Merencanakan dan menyelenggarakan pertanggungan resiko (asuransi)
Kredit KUP dengan perusahaan asuransi.

Mengawasi kegiatan Kredit KUP sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Menjalin hubungan dengan Kantor Pendaftaran Fidusia, Kepolisian,
Notaris, Perusahaan Asuransi dan instansi terkait lainnya di tingkat Pusat

maupun daerah.

2) Pemimpin Wilayah/pemimpin Wilayah Utama

Tugas-tugas :

a.

Melakukan pembinaan meliputi semua bidang tugas dan fungsi Kredit

KUP di wilayah kerjanya.
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b. Memberikan otorisasi permodalan kepada Cabang Pelaksana Kredit KUP.

c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan
mengendalikan program pemasaran,bina usaha, dan pengembangan Kredit
KUP di wilayah kerjanya.

d. Merencanakan dan mengorganisasikan pembukaan cabang pelaksana
Kredit KUP di wilayah kerjanya.

e. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Kredit KUP sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.

f. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di Cabang
Pelaksana Kredit KUP.

g. Menjalin hubungan dengan kantor pendaftaran Fidusia, kepolisian,
Notaris, perusahaan Asuransi dan instansi terkait lainnya di wilayah

kerjanya.

3) Manajer Cabang Pelaksana Kredit KUP

Tugas-tugas :

a. Melaksanakan keseluruhan proses pemberian kredit KUP bersama-sama
dengan Petugas Fungsional Kredit KUP sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.

b. Menyediakan sarana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
pemberian kredit berjalan dengan lancar.

c. Menghubungi dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait
dengan Kredit KUP, seperti notaris, Asuransi, Kantor Pendaftaran Fidusia,

Kepolisian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
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d. Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, mudah, teliti dan
aman dalam rangka mewujudkan citra perusahaan.

e. Merencanakan persediaan dan kebutuhan modal kerja Kredit KUP.

f. Menetapkan besarnya Uang Pinjaman sesuai taksiran dan analisa kredit
yang dibuat oleh petugas Fungsional Kredit KUP.

g. Menyimpan berkas-berkas atau dokumen usaha dan barang jaminan Kredit
KUP.

h. Melaksanakan penyitaan barang jaminan Kredit KUP berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

I. Menetapkan taksiran barang jaminan yang telah dilakukan petugas
fungsional Kredit KUP sebagai dasar harga limit barang jaminan yang

akan dijual/dilelang.

4) Petugas Fungsional Kredit KUP

Tugas-tugas :

a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, mudah, teliti dan
aman dalam rangka mewujudkan citra perusahaan.

b. Melakukan analisa kredit atas usaha calon nasabah sebagai dasar
pemberian kredit.

c. Menaksir barang jaminan Kredit KUP berdasarkan perturan yang berlaku
untuk mengetahui mutu dan nilai barang dalam rangka menentukan dan
atau menetapkan besarnya uang jaminan.

d. Melakukan penyetoran premi uang pertaggungan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.
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e. Menyiapkan berkas-berkas barang jaminan Kredit KUP yang akan
disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tertib administrasi.

f.  Menyiapkan berkas-berkas untuk keperluan penyitaan barang jaminan.

g. Melaksanakan penyitaan barang jaminan Kredit KUP berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

h. Menaksir barang jaminan yang akan dijual atau dilelang berdasrkan
peraturan yang berlaku untuk mengetahui mutu dan nilai barang dalam

rangka menentukan harga dasar lelang.

Kualifikasi Jabatan

1) Pangkat/Gol : Minimal Pengatur (11/d)

2) Pendidikan : Minimal SLTA

3) Kursus/Diklat : Lulus Diklat Penaksir Madya

4) Syarat lainnya : Memiliki pengetahuan tentang Mobil dan Sepeda

Motor, mampu melakukan analisa kredit, mampu berkomunikasi dengan

baik, sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna.

A.4. Produk- Produk Andalan Pegadaian
Dalam perkembangan usahanya yang pada tahun 2008 ini menginjak tahun
ke 107, Pegadaian senantiasa mengembangkan produk-produk dan inovasi yang
baru, antara lain :
a. Produk Perkreditan

1. Kredit Cepat Aman (KCA)
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Pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang
murah, aman dan cepat. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi
perhiasan emas/permata, kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor),
elektronik, kain dan alat rumah tangga lainnya. Kredit yang diberikan
mulai dari Rp.20.000,00 s/d Rp.200.000.000,00 dengan penggunaan
jasa maksimum 4 bulan tetapi dapat diperpanjang dengan cara
mengangsur atau mengulang gadai dan dapat dilunasi sewaktu-waktu
dengan perhitungan bunga proposional selama masa pinjaman.

. RAHN (Gadai Syariah)

Produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah
dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Besar kredit yang
diberikan sama dengan Gadai Konvensional atau KCA, namun berbeda
dalam proses penetapan sewa modal. Gadai Syariah menerapkan biaya
administrasi dibayar dimuka, yaitu saat akad baru atau akad
perpanjangan serendah-rendahnya Rp.1000,00 dan setinggi-tingginya
Rp.60.000,00 untuk pinjaman maksimum Rp. 200.000.000,00. Tarif
ljaroh dikenakan sebesar Rp.85,00 per sepuluh hari masa penyimpanan
untuk setiap kelipatan Rp.10.000,00 dari taksiran barang jaminan yang
dititipkan atau diagunkan.

Kredit Angsuran Fidusia (KREASI)

Merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil
(dalam rangka pengembangan usaha) dengan bentuk penjaminan

secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui
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angsuran per bulan dalam jangka waktu kredit 12 s/d 36 bulan.
Perolehan kredit dengan cara menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB) sebagai agunan dengan bunga pinjaman 1% per
bulan, flat. KREASI merupakan modifikasi dari produk lama yang

sebelumnya dikenal dengan nama Kredit KUP.

. Gadai Efek

Merupakan pinjaman (kredit) atas dasar hukum gadai dalam jangka
waktu tertentu yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada nasabah
dengan jaminan berbentuk saham tercatat dan diperdagangkan di Bursa
Efek.

Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)

Merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil
(dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai. Pengembalian
pinjamannya dilakukan melalui angsuran per bulan dengan jangka
waktu kredit 12 s/d 36 bulan, dan pemberian diskon untuk sewa modal
dapat diberikan apabila nasabah melakukan pelunasan kredit sekaligus.
Bunga ditetapkan sebesar 1% per bulan, flat.

Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA)

Kredit ini diluncurkan bulan Desember 2006, ditujukan kepada
masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun atau perbaikan
rumah. Untuk bangunan baru diberikan pinjaman maksimum
Rp.10.000.000,00, sedangkan perbaikan rumah diberikan pinjaman

maksimum Rp.5.000.000,00. Atas kredit ini nasabah dikenakan Biaya
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Administrasi 9% dibayar dimuka, dan sewa modal 0%. Pendanaan atas
produk ini atas kerjasama dengan Menteri Perumahan Rakyat
(Menpera). Untuk jaminannya, dalam transaksi pembangunan rumah,
sertifikat rumah di dalam penguasaan Pegadaian sampai pelunasan
pembayaran.

8. Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA)
Sejak Juni 2006 telah diluncurkan Krista untuk para wanita pengusaha
yang tergabung dalam kelompok usaha. Jumlah kredit minimum
Rp.100.000,00 maksimum Rp.1.000.000,00 dengan jangka waktu 12
bulan. Bunga dikenakan 1% per bulan flat.

9. Kiredit Tunda Jual Gabah (KTJG)
Kredit ini diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering
giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca
panen agar terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat
panen dan permainan harga para tengkulak.

b. Produk lain Pegadaian

1. Jasa Titipan
Adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin
menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki terutama
bagi orang-orang yang akan pergi meninggalkan rumah dalam waktu
lama, misalnya menunaikan ibadah haji, pergi keluar kota atau
mahasiswa yang sedang berlibur.

2. Jasa Taksiran
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Adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin
mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang
dimiliki seperti emas, berlian, batu permata dan lain-lain.

Properti

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan asset yang kurang produktif,
perusahaan membangun gedung untuk disewakan, baik dengan cara
pembiayaan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga dengan
sistem Bangun, Kelola dan Alih atau Build Operate and Transfer
(BOT) dan Kerja Sama Operasi (KSO).

. Jasa Lelang

Perum Pegadaian memiliki satu anak perusahaan PT. Balai Lelang
Artha Gasia di bidang jasa lelang dengan maksud menyelenggarakan
penjualan di muka umum secara lelang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Usaha Sewa Gedung

Perum Pegadaian juga menyediakan sewa gedung yaitu Gedung
Langen Palikrama, Gedung Serba Guna dan Harco Pasar Baru serta
Kenari Baru. Untuk Gedung Palikrama dan Gedung Serba Guna
digunakan sebagai sarana menyelenggarakan pesta dan resepsi
pernikahan, akad nikah, pertemuan, reuni, rapat, seminar, konferensi,
wisuda, pameran, ulang tahun, peragaan busana, halal bihalal dan acara
pertemuan lainnya. Kapasitas untuk Gedung Langen Palikrama bisa

mencapai 1200 orang, sedangkan untuk Gedung Serba Guna bisa
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mencapai 300 orang. Gedung Harco Pasar Baru dan Kenari Baru dapat
disewakan untuk toko.
6. Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman (KUCICA)
Pelayanan jasa bagi masyarakat yang ingin mengirimkan uang atau
mengambil Kiriman uang melalui Perum Pegadaian yang bekerjasama
dengan Western Union.
A.5. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi
Pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi kredit untuk penggantian
kerugian yang timbul pada masa pertanggungan, diakukan untuk kredit macet
berikut:
1. Kredit macet pada saat jatuh tempo
2. Kredit macet karena menunggak 3 (tiga) kali angsuran berturut-turut
3. Kredit karena akibat nasabah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga
4. Kredit macet akibat terjadinya kecelakaan yang mengakinatkan kendaraan
yang dijaminkan mengalami kerusakan total minimal 75% dari nilai
kendaraan dan tidak diberikan jaminan pengganti oleh nasabah
5. Kredit macet karena kendaraan yang dijaminkan hilang dan tidak
diberikan jaminan pengganti oleh nasabah
6. Kredit macet karena nasabah meninggal dunia dan ahli waris tidak
meneruskan angsuran kreditnya.
Tuntutan Kklaim diajukan langsung kepada PT.Askrindo sesuai dengan
wilayah kerja dan dilakukan 1 (satu) bulan setelah kredit jatuh tempo atau 1 (satu)

bulan setelah setengah jangka waktu kredit dilampaui, dengan menggunakan
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formulir surat klaim. Sebelumnya Kantor Cabang penyelenggara kredit KUP
wajib menyampaikan data nasabah menunggak dengan menggunakan form
Laporan Nasabah Menunggak setiap bulan yang selambat-lambatnya dikirim
tanggal 15 bulan berikutnya. Kedua form tersebut disediakan oleh perusahaan
asuransi  kredit (PT. Askrindo). Tembusan pengiriman laporan nasabah
menunggak dikirim ke Kantor Wilayah (Kanwil).
Untuk kelancaran proses penggantian kerugian atas klaim yang diajukan,
pengajuan Surat Klaim wajib dilampiri atau didukung oleh data-data berikut :
1. untuk resiko kerugian yang disebabkan oleh butir 1,2, dan 3 adalah :
a. Tembusan atau foto copy Surat Perjanjian Hutang Piutang (Form-
3) yang dilegalisir Manajer Cabang penyelenggara Kredit KUP
b. Foto copy SIUP/SITU/TDP/Surat Keterangan lainnya dari instansi
yang berwenang
c. Foto copy Kartu Register Angsuran Kredit (Form-6) posisi 3 (tiga)
bulan terakhir sebelum jatuh tempo atau saat klaim diajukan
d. Tembusan atau foto copy Surat Peringatan I, I1, dan 1l (Form K-7)
e. Surat keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap untuk nasabah yang dinyatakan pailit. Untuk kredit
yang dibuat dengan Akta Notaris dan didaftarkan ke Kantor
Pendaftaran Fidusia dilengkapi dengan :
a. Foto copy Surat Perjanjian Jaminan Fidusia (Form
KUMK-3a) untuk kredit dengan plafond di atas

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



77

b. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia

2. Untuk resiko kerugian yang disebabkan oleh butir 4,5, dan 6, selain dari

dokumen-dokumen yang tersebut pada butir 1a s/d 1le tersebut diatas, juga

dilengkapi dengan :

a. Tembusan atau foto copy Surat Perjanjian Hutang Piutang (Form-

3) yang dilegalisir Manajer Cabang penyelenggara kredit KUP

b. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat apabila kendaraan

terkena musibah, kehilangan atau kecelakaan/kerusakan total

c. Surat Keterangan dari Instansi terkait apabila nasabah meninggal

dunia

Jika data yang diberikan Kantor Cabang penyelenggara Kredit KUP belum

dianggap lengkap oleh PT. Askrindo, maka perusahaan asuransi ini memberikan

kesempatan kepada cabang penyelenggara Kredit KUP untuk melengkapinya

dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal permintaan

pertama. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak data klaim diterima

legkap dan memenuhi syarat, PT. Askrindo wajib memberikan persetujuan dan

melaksanakan pembayaran klaim.

Tabel 1 : Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi

No. Pelaksana Langkah Aktivitas
1. | Petugas Fungsional 1 Mempersiapkan Surat Klaim yang
Kredit KUP dilampiri dengan data pendukungnya
dan diserahkan kepada Manajer Cabang
untuk ditandatagani.
2. | Manajer Cabang 1 Mengirimkan data nasabah menunggak
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dengan menggunakan form Laporan
Nasabah Menunggak yang diserahkan
Petugas Fungsional Kredit KUP setiap
bulan selambat-lambatnya tanggal 15
bulan berikutnya.

Mengajukan  tuntutan  klaim ke
PT.Askrindo dengan menggunakan
Surat Klaim yang telah disiapkan oleh
Petugas fungsional kredit KUP dengan
melampirkan :

a. Untuk kredit macet karena
sudah jatuh tempo, nasabah
menunggak 3  (tiga) Kali
angsuran  berturut-turut, dan
nasabah dinyatakan pailit oleh
Pengadilan Niaga adalah :

e Tembusan atau foto
copy Surat Perjanjian
Hutang Piutang (Form-
3) yang dilegalisir
Manajer Cabang
penyelenggara kredit
KUP

e Foto copy
SIUP/SITU/TDP/Surat
Keterangan lainnya dari
instansi yang berwenang

e Foto copy Kartu
Register Angsuran
Kredit KUP (Form-6)
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posisi 3 bulan terakhir
sebelum jatuh tempo
atau saat klaim diajukan

e Tembusan atau foto
copy Surat Peringatan
1,11, dan 111 (Form-7)

e Surat Keputusan Badan
Peradilan yang telah
mempunyai kekuatan
hukum  tetap  untuk
nasabah yang dinyatakan
pailit

e Foto copy Surat
Perjanjian Jaminan
fidusia (form-3a) untuk
kredit dengan plafond di
atas  Rp.10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)

b. Untuk kredit macet karena

terjadinya  kecelakaan  yang

dijaminkan mengalami

kerusakan total minimal 75%

dari nilai kendaraan, karena

kendaraan yang dijaminkan
hilang, dan karena nasabah
meninggal dunia, adalah :

e Tembusan atau foto copy
Surat Perjanjian Hutang
Piutang (form-3) yang
dilegalisir manajer Cabang
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penyelenggara Kredit KUP

e Surat Keterangan  dari
Kepolisian setempat apabila
kendaraan terkena musibah,
kehilangan atau kerusakan
total.

e Surat Keterangan dari
instansi  terkait  apabila
nasabah meninggal dunia

Menerima pembayaran klaim dari PT.
Askrindo melelui transfer ke rekening

cabang penyelenggara Kredit KUP.

3. | Petugas
PT.Askrindo

Menerima Surat Klaim dari cabang
penyelenggara Kredit KUP.

Mengecek kelengkapan data pendukung
Surat klaim

Melakukan pembayaran klaim ke
cabang penyelenggara Kredit KUP
melalui transfer ke rekening cabang

yang bersangkutan

Sumber : Sistem dan Prosedur Operasional Kredit KUP

Formulir yang terkait :

a. Form-3 : Surat Perjanjian Hutang Fidusia

b. Form-3a : Surat Perjanjian Jaminan Fidusia

c. Form-6 : Kartu Register Angsuran Kredit KUP
d. Form-7 : Surat Peringatan I/11/111

e. LNM : Laporan Nasabah Menunggak

f. SK : Surat Klaim

Selanjutnya adalah data-data mengenai Pengajuan klaim nasabah kredit

KUP kepada PT.Askrindo:
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Tabel 2 : Data Pengajuan Klaim Nasabah Kredit KUP Periode Bulan Juli

2007 di Pegadaian Cabang Branta-Pamekasan, Madura

No. | Nama Nasabah Pinjaman Jaminan Jangka Waktu Jumlah Klaim
1. | Rahbini Ama | Rp. 6.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 3.943.200
2. | Moch. Ali Rp. 9.000.000 2 BPKB Motor 24 bulan Rp. 6.647.280
3. | Jami P.Sunarto | Rp. 4.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 2.479.760
4. | Miftahol A. Rp. 4.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 2.926.232
5. | Moch. Zahri Rp. 4.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 3.471.616
6. | Sahidi Rp. 6.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 1.797.184
7. | Amal Rosidi Rp. 9.000.000 BPKB Mobil 24 bulan Rp. 7.254.000
8. | M.Hairul Saleh | Rp. 9.000.000 BPKB 24 bulan Rp. 7.588.800

motor&mobil
9. | Slamet Riadi Rp. 8.000.000 2 BPKB Motor 24 bulan Rp. 7.340.704

10. | Abd. Azis Rp. 15.000.000 BPKB Mobil 24 bulan Rp. 8.506.480
11. | Sri Hidayati Rp. 5.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 3.157.344

12. | Moh. Fadil H Rp. 7.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 2.157.600
13. | Ridwanul H. Rp. 7.000.000 2 BPKB Motor 24 bulan Rp. 3.604.256
14. | Sukmo Adji Rp. 4.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 3.521.528
15. | Bahrudin Rp. 4.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 3.075.056
16. | Siti Suliha Rp. 3.500.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 3.341.752
17. | Nurhasan Naja | Rp. 5.000.000 BPKB Motor 24 bulan Rp. 2.400.064
18. | Moch. Zaid H | Rp. 27.000.000 BPKB Mobil 24 bulan Rp. 19.716.000

Jumlah Rp. 93.018.856

Sumber : Data Laporan Klaim Nasabah periode bulan Juli 2007 di Pegadaian
Cabang Branta-Pamekasan, Madura

Dalam pengajuan klaim tersebut, ada 6 (enam) nasabah yang klaim kreditnya
ditolak oleh PT. Askrindo. Berikut nama-nama nasabah yang ditolak klaimnya
beserta alasan penolakan klaim, adalah sebagai berikut :

1. Mohammad Ali, Bahrudin, Nurhasan Naja, Mohammad Zaid H
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Nasabah diatas telah lunas, dengan adanya pelunasan tersebut maka
hak tertanggung untuk memperoleh ganti rugi dari penanggung
menjadi hapus dengan sendirinya.

2. Sahidi
Nasabah tersebut tidak diproses pembayarannya karena pada saat
diajukan belum timbul hak klaim atau belum macet.

3. Mohamad Fadil H
Pada Surat Perjanjian Piutang tidak terdapat tanda tangan istri sebagai
bukti turut mengetahui atau menyetujui pengajuan kredit. Hal tersebut
tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor :
40/US.2.00/2005 tanggal 1 April 2005 Tentang Pedoman Operasional
Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI).

Dari jumlah tuntutan pegadaian yang berjumlah Rp. 93.018.856, pihak PT.
Askrindo hanya menyetujui sebesar Rp. 47.356.394. Besarnya ganti rugi untuk
setiap nasabah tertanggung ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari
jumlah kerugian tertanggung maksimum 80% (delapan puluh persen) dari jumlah
pertanggungan. (Pasal 12 ayat 1 Adendum | Perjanjian Pertanggungan Kredit
Usaha Mikro Pegadaian antara PT Askrindo dengan PERUM Pegadaian).

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Kerjasama
Pertanggungan Kredit Usaha Mikro Pegadaian walaupun PT. Askrindo telah
membayar klaim untuk kredit tersebut, namun pegadaian tetap diwajibkan
mengupayakan pengembalian atau penagihan secara maksimal sampai nasabah

tersebut melunasi hutangnya.
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B. Kendala dalam Penyelesaian Kredit KUP Bermasalah Melalui jasa PT.

Askrindo.

B.1. Kendala-kendala Yuridis

Dalam melakukan Penyelesaian Kredit KUP yang bermasalah dengan PT.

Askrindo tidak selalu berjalan dengan lancar namun ada saja hambatan atau

kendala yang terjadi dalam prakteknya, diantaranya adalah kendala yuridis. Yakni

kendala yang dikarenakan oleh aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan Kredit

KUP. Dalam hal ini, mengacu pada Adendum | dan Il Perjanjian Pertanggungan

Kredit Usaha Mikro Pegadaian antara PT Askrindo dengan PERUM Pegadaian

terdapat aturan atau Pasal-Pasal yang mengatur jalannya atau proses klaim

asuransi kredit.

Diantaranya yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) yang mengatur mengenai

Batalnya Hak Tertanggung Atas Ganti Rugi, yang berbunyi :

” Hak tertangung untuk memperoleh ganti rugi menjadi batal apabila
terjadi salah satu dari hal-hal berikut :

a.

Kredit yang ditanggung berdasarkan perjanjian ini, ternyata tidak
memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2
dan pasal 3 perjanjian ini.

Kredit yang diberikan oleh tertanggung kepada nasabah tertanggung
ternyata tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh tertanggung dalam
deklarasi yang menyangkut nasabah tertanggung yang bersangkutan.
Deklarasi yang dibuat oleh tertanggung sebagaimana tersebut dalam
Pasal 7 ayat (2) ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan
kenyataannya.

Bukti dan keterangan yang dipergunakan tertanggung untuk
mengajukan klaim kepada penanggung tidak benar atau tidak sesuai
dengan kenyataannya.

Tertanggung bersama-sama dengan nasabah tertanggung telah
mengadakan perubahan pada Perjanjian Kredit, tanpa pemberitahuan
atau mendapat persetujuan secara tertulis kepada atau dari
penanggung.

Pengajuan Surat Klaim sudah daluwarsa sebagaimana ditetapkan pada
Pasal 1 perjanjian ini.
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g. Risiko yang diderita tertanggung tidak memenuhi atau tidak tercakup
data ketentuan Pasal 5 perjanjian ini.

h. Tertanggung tidak melaksanakan atau menjalankan kewajibannya
sesuai Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) perjanjian ini

i. Nasabah tertanggung ternyata tidak pernah dilaporkan menunggak
pada periode Laporan Nasabah Menunggak, minimal 1 (satu) bulan
sebelum timbulnya hak klaim.

J.  Tertanggung melakukan pemindahan hak yang timbul dari perjanjian
kredit yang ditanggung kepada pihak lainnya, atau tertanggung
melakukan pemindahan kewajiban tertanggung yang timbul Perjanjian
Kredit yang ditanggung tanpa persetujuan tertulis dari penanggung.

k. Hak penggantian kerugian dari tertanggung atas kerugian yang timbul
atau berasal dari kredit yang diberikan kepada nasabah tertanggung
yang bersangkutan sebelumnya telah dinyatakan batal atau ditolak oleh
penanggung.

I. Tertanggung tidak melengkapi data yang diminta oleh penanggung
dalam waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal permintaan
pertama kelengkapan data klaim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat perjanjian ini.

m. Tertanggung tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 perjanjian ini.

Dengan hapusnya hak tertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

segenap premi dan biaya pertanggungan yang telah dibayar oleh

tertanggung sepenuhnya menjadi hak penanggung.”

Melihat pada Pasal 13 ayat 1 ini, terkadang pihak Pegadaian selaku
tertanggung melakukan hal-hal yang telah disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1)
sehingga membuat batalnya hak mendapatkan ganti rugi. Dari hal tersebut
Pegadaian harus melakukan perbaikan-perbaikan dalam berkas klaim asuransi
supaya mendapatkan ganti rugi dari PT. Askrindo selaku pihak penanggung.

PT. Askrindo memberikan kesempatan kepada Perum Pegadaian untuk
melengkapi dan memperbaiki data Surat Klaim dalam waktu paling lama 6 (enam)

bulan terhitung sejak tanggal permintaan pertama kelengkapan data klaim (Pasal

11 ayat 2).
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B.2. Kendala-kendala Non Yuridis
Kendala-kendala non yuridis yang dialami oleh Pegadaian, seringkali
diakibatkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah :
1. Faktor Ekstern
Faktor ekstern merupakan faktor di luar kendali perusahaan, sehingga sulit
dikontrol secara seksama. Namun harus diperhitungkan dan dipersiapkan
kebijakan yang akan diambil, bila sampai terjadi. Faktor dari eksternal
perusahaan yang bisa menjadikan kendala dalam penyelesaian kredit dengan
PT. Askrindo adalah : Bencana Alam, Kebijakan Pemerintah, Musibah, Krisis
Ekonomi, kemudian dari pihak Nasabah, yaitu Nasabah yang pindah tempat
tinggal. Dengan pindahnya tempat tinggal nasabah, pegadaian mengalami
kesulitan dalam perbaikan data-data Surat Klaim kepada PT.Askrindo. Juga
nasabah yang bersikap tidak kooperatif atau berbuat nakal/curang menjadi
hambatan atau kendala terhadap penyelesaian kredit bermasalah.
2. Faktor Intern
a. Self Dealing
Adanya vested interest (kepentingan pribadi) dari petugas sehingga
keputusannya tidak objektif, tetapi sudah bersifat subyektif. Akibatnya
permohonan kredit yang sebenarnya dianggap tidak feasible tetap
dianggap layak, sehingga beresiko penolakan klaim asuransi oleh PT.

Askrindo.
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b. Non Existance of Sound Lending Police

Pemberi kredit belum memiliki pedoman atau perencanaan kredit yang
sehat sehingga kebijakan-kebijakan dalam pemberian kredit tidak melalui
perhitungan yang matang.
c. Incomplete Credit Information

Pemberi kredit tidak memiliki sistem manajemen kredit yang akurat
baik pada saat memproses atau menganalisis permohonan kredit maupun
kemampuan dalam menggali informasi yang menyangkut kegiatan calon
nasabah, cek fisik barang jaminan, karena bisa saja kendaraan bermotor
yang dijadikan barang jaminan adalah barang curian, atau kurang dalam
analisa kreditnya (5 C), bahkan terkadang pemberian kredit tidak melalui
survey.
d. Failure to Obtain or Enforce liquidation agreement

Ketidakmampuan pemberi kredit untuk mengambil tindakan sesuai isi

perjanjian kredit (Adendum | dan 11).

e. Technical Incompetency

Kurangnya kemampuan teknis pengelola kredit dalam menganalisis
permohonan kredit sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah. Hal ini
mungkin saja terjadi apabila si pengelola kredit tidak mendapatkan
pendidikan dan pelatihan yang cukup dibidang perkreditan atau bisa juga
karena si pengelola kredit bukan merupakan orang yang tepat (the right

man on the right place).
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f. Poor Selection of Risk

Pemberi kredit kurang mampu mengidentifikasikan dan menyeleksi
resiko yang terkandung dalam usaha yang diberi kredit.
g. Overfinancing atau Underfinancing

Ketidakmampuan pengelola kredit untuk menyalurkan kredit sesuai
dengan kebutuhan nasabah baik ditinjau dari jumlah maupun waktunya
(bisa terlalu cepat atau terlalu lambat). Implikasinya, kalau kredit
diberikan underfinancing maka usaha nasabah dapat tersendat-sendat dan
dapat berakibat pada penurunan hasil prestasi sehingga pada akhirnya
kredit bisa bermasalah. Sedangkan pada akhirnya kredit bisa bermasalah.
Sedangkan dalam keadaan overfinancing, nasabah dapat menyalahgunakan
penggunaannya. Begitu pula halnya dengan waktu pencairan kredit.
sebaliknya jika penyaluran kredit terlambat dilakukan usaha nasabah
menjadi terganggu dan nantinya juga bisa menganggu pengembalian
kredit.
h. Lack of Supervising

Pemberian kredit pada awalnya benar kemudian bermasalah karena
pemberi kredit kurang melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit

dan aktivitas usaha nasabah yang bersangkutan.
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C. Upaya PERUM Pegadaian dalam mengatasi penyelesaian kredit KUP
yang bermasalah melalui jasa PT. Askrindo.

Terkait dengan kewajiban tertanggung (Pasal 15 ayat 3 Adendum |
Perjanjian Pertanggungan Kredit Usaha Mikro Pegadaian antara PT Askrindo
dengan PERUM Pegadaian), yaitu tertanggung wajib melaksanakan tindakan dan
usaha untuk memperoleh pelunasan kredit dari nasabah tertanggung dengan
peringatan penagihan dan tindakan penyelesaian kredit diantaranya adalah :

C.1. Upaya preventif

Dari pihak Pegadaian sebelum mengajukan klaim asuransi kredit ke PT.
Askrindo adalah melakukan Somasi (peringatan) kepada nasabah. Apabila
nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) kali berturut-turut
atau tidak melunasi utangnya setelah jatuh tempo, maka terhadap barang jaminan
dapat dilakukan penyitaan dan penjualan sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang
No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, setelah diberikan somasi sebanyak 3
(tiga) kali dan lewat 7 (tujuh) hari setelah diberikan surat peringatan ke IlI, atau
28 (dua puluh delapan) hari setelah tanggal jatuh tempo cicilan terakhir.
Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari barang jaminan
diupayakan sudah dapat berada dalam penguasaan Pegadaian cabang
penyelenggara kredit KUP.Sebelum dilaksanakan penyitaan, Manajer Cabang
harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah sebanyak 3

(tiga) kali, yaitu :
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Surat peringatan 1, 7 (tujuh) hari seteah tanggal jatuh tempo ciciloa
terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut nasabah tidak melakukan
cicilan.

Surat peringatan Il, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan I.

Surat peringatan 11, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan 1.

Isi surat peringatan, selain memuat jumlah yang harus dibayar nasabah,

juga berisi pemberitahuan tentang dilakukannya upaya penyitaan dan pasal

eksekusi terhadap barang jaminan. Surat peringatan dibuat rangkap dua, asli untuk

nasabah dam lembar kedua sebagai arsip cabang yang disimpan dalam map kredit

nasabah yang bersangkutan.

Selain melakukan somasi, hal yang paling penting dalam upaya preventif

ini adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Petugas Fungsional Kredit

KUP, diantaranya adalah :

a.

Menerapkan langkah-langkah analisa kredit yang baik dan sesuai
prosedur;

Pembuatan rancangan produk yang mantap;

Sistem dan prosedur kerja yang “auditable” dan accountable”;

Seleksi nasabah yang ketat;

Tindak lanjut berupa monitoring dan evaluasi setelah realisasi kredit.

Dan juga terdapat upaya-upaya yang bersifat kuratif yaitu dengan jalan

mengelola tunggakan kredit (kredit yang tidak tertagih sampai dengan jatuh

tempo, sebagai berikut :

a.

Menciptakan budaya perusahaan :
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Yang tidak memberikan toleransi atas terjadinya tunggakan
Bersikap proaktif
Melakukan aksi penagihan sesegera mungkin

membangun kesadaran setiap karyawan peduli terhadap tunggakan

b. Berorientasi pada nasabah

1.

2.

Menyampaikan ”budaya tanpa toleransi” kepada nasabah

mendidik nasabah untuk taat terhadap kewajiban membayar
angsuran

Menjelaskan kepada nasabah tentang sanksi yang akan

diberlakukan apabila menunggak kredit

c. Menerapkan sistem insentif

1.

2.

Memberikan insentif kepada pelaksana yang berhasil tanpa
tunggakan baik berupa uang maupun bentuk penghargaan lainnya

Memberikan reward pada nasabah yang tanpa menunggak, baik
dalam bentuk kemudahan prosedur pada fase berikutnya, maupun

bentuk-bentuk undian

d. Menetapkan sanksi

1. Membuat mekanisme sanksi yang diberlakukan kepada nasabah

penunggak kredit, baik berupa pinalti/denda/eksekusi agunan
maupun pembatasan akses kredit berikutnya.

memberikan sanksi kepada petugas yang lalai atau sengaja
mengabaikan prosedur dan atau berbuat curang dalam operasional

kredit KUP
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C.2. Upaya Sita Barang Jaminan

Dilakukan jika nasabah tidak memperdulikan somasi atau Surat peringatan

I, 11, dan Ill. Adapun prosedur atau pelaksanaan Sita barang jaminan adalah

sebagai berikut :

Tabel 3 : Prosedur Penyitaan Barang Jaminan

No

Pelaksana

Langkah

Aktivitas

Petugas Fungsional
kredit KUP

1

Mengirimkan Surat Peringatan (I/11/111)
kepada nasabah yang wanprestasi dan
melaporkan hasilnya kepada Manajer
Cabang.
Bersama Manajer Cabang mendatangi
domisili nasabah untuk pengambilan
barang jaminan, jika :
a. Barang jaminan di tempat dan
nasabah mau menyerahkannya :

e mencocokkan fisik Barang
jaminan dengan form-3a dan
Form-2;

e Melakukan pengambilan
barang jaminan  dengan
mengisi Form-9b;

e Membawa barang jaminan
ke kantor cabang dan
menyimpannya di gudang
untuk dilelang;

e Mencatatnya dalam Buku
Register barang jaminan
kredit KUP yang akan
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dilelang (Form-11a)
b. Nasabah tidak mau
menyerahkan barang jaminan :
e Meminta bantuan pihak
berwenang dengan Form-9a;
e Langkah berikutnya sama
dengan langkah pada huruf
a.
Mempersiapkan pelaksanaan lelang
barang jaminan sesuai prosedur yang

berlaku.

Manajer Cabang 1

3

Bersama Petugas Fungsional Kredit
KUP mendatangi domisili nasabah
dengan membawa form-2, Form-3a, dan
Form-9b.

Melakukan pengambilan barang
jaminan tanpa/dengan bantuan petugas
dari pihak berwenang.

Melaksanakan lelang barang jaminan.

Sumber : Sistem dan Prosedur Operasional Kredit KUP

Formulir yang terkait :

a.

o

F-2  : Formulir Pemeriksaan dan Analisa Kelayakan Usaha Serta

Taksiran Barang jaminan
F-3a : Surat Perjanjian Jaminan
F-7  : Surat Peringatan I/11/111

Fidusia

F-9a : Surat Permohonan Mendampingi Penyitaan Barang Jaminan

Kredit KUP

F-9b : Berita Acara Pengambilan Barang Jaminan
F-11a : Buku Register Kredit KUP yang akan dilelang
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C.3. Upaya yang mengenai Subrogasi dan Pelaksanaan Penyelesaian

Dilakukan berdasarkan Pasal 16 Adendum | Perjanjian Pertanggungan

Kredit Usaha Mikro Pegadaian antara PT Askrindo dengan PERUM Pegadaian,

yang berbunyi :

1)

2)

3)

4)

Dalam hal penanggung telah melaksanakan pembayaran klaim atas kredit
yang dipertanggungkan menurut ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam
perjanjian ini. Penanggung menggantikan tertanggung atas bagian hasil
yang diperolehnya terhadap nasabah tertanggung.

Dengan tidak mengurangi adanya ketentuan sebagaimana dalam ayat (1)
Pasal ini maka dalam pelaksanaannya tertanggung bersama-sama dengan
penanggung melakukan upaya-upaya pencairan jaminan kredit sebagai
hasil penyelesaian kredit (recovery).

Hasil pencairan barang jaminan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal
ini akan dibagi untuk tertanggung dan penanggung secara proposional
menurut perbandingan antara kerugian yang diderita oleh tertanggung
pada saat timbulnya hak tertanggung untuk mengajukan klaim dan
penggantian kerugian yang telah dibayar oleh penanggung.

Setoran yang merupakan hasil penyelesaian kredit (recovery) dan nasabah
tertanggung kepada tertanggung sebagaimana tersebut pada Pasal ini,
wajib dilimpahkan dan telah masuk ke rekening penanggung dari batas
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya.

Apabila dikemudian terjadi perbedaan pendapat atau sengketa antara

Perum Pegadaian dan PT. Askrindo mengenai penafsiran dan atau pelaksanaan

ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat, maka kedua belah pihak

sepakat untuk pertama-tama menyelesaikan perbedaan pendapat itu secara

musyawarah yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Apabila perbedaan

pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka semua

sengketa yang timbul dari perjanjian yang dibuat, akan diselesaikan dan

diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI) menurut peraturan-peraturan
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administrasi dan peraturan-peraturan prosedur BANI, yang keputusannya final

dan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.

Adapun secara umum pranata Penyelesaian Sengketa Alternatif dapat

digolongkan ke dalam :%®

1. Berdasarkan pada sifat keterlibatan pihak ketiga yang menangani proses

Penyelesaian Sengketa Alternatif tersebut, pranata Alternatif Penyelesaian
dibedakan ke dalam :

a. Mediasi, adalah suatu proses Penyelesaian Sengketa Alternatif di

mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu
proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak
berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih
lagi untuk memutuskan perselisinan yang terjadi. Jadi dalam
mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari
para pihak yang bersengketa. Perantaraan yang demikian
kadangkala memang diperlukan, baik dalam hal para pihak yang
bersengketa tidak mungkin untuk bertemu sendiri karena berbagai
faktor yang berada di luar kemampuan mereka, ataupun karena
kedua belah pihak “’intentionally’’memang tidak mau bertemu satu
dengan yang lainnya, meskipun mereka dapat bertemu, jika
memang dikehendaki. Jadi dalam hal ini sangat jelas bahwa hasil
akhir pranata penyelesaian sengketa alternatif dalam bentuk

mediasi ini tunduk sepenuhya pada kesepakatan para pihak.

% Gunawan Widjaja, 2002, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

hal 2.
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b. Konsiliasi, adalah suatu proses Penyelesaian Sengketa Alternatif
yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak
ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaiakan sengketa adalah
seseorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan
kehandalannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini,
berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk
persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, bagaimana
cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi
para pihak, serta akibat hukumnya. Meskipun konsiliator memiliki
hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara
terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam
sengketa, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam
sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam hal inipun
sebenarnya konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam
hal inipun sebenarnya konsiliator pasif terhadap putusan yang akan
diambil atau hasil akhir proses konsiliasi ini. Semua hasil akhir
dalam proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh para
pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan
di antara mereka.

c. Arbitrase, merupakan suatu bentuk Penyelesaian Sengketa
Alternatif yang melibatkan pengambilan putusan oleh satu atau
lebih hakim swasta, yang disebut dengan arbiter. Disini seorang

arbiter berperan sangat aktif sebagaimana halnya seorang hakim.
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la, dalam hal arbiter tunggal, maupun majelis arbitrase
berkewajiban untuk memutuskan sengketa yang disampaikan
kepadanya secara profesional, tanpa memihak, menurut
kesepakatan yang telah tercapai di antara para pihak yang
bersengketa pada satu sisi dan arbiter itu sendiri pada pihak lain.
Acrbiter haruslah independen dalam segala hal.

Berdasarkan pada sifat putusan yang diberikan dalam proses Penyelesaian

Sengketa Alternatif tersebut :

a. Mediasi;
b. Konsiliasi;
c. Arbitrase.

Berdasarkan sifat kelembagaannya :

a. Lembaga ad hoc, yang dibentuk secara khusus untuk menangani suatu
sengketa tertentu. Lembaga ini tidak bersifat permanen, dan akan
bubar dengan sendirinya jika sengketa yang diserahkan untuk
dimintakan penyelesaiannya, baik dalam bentuk mediasi, konsiliasi
maupun arbitrase, telah diselesaikan atau dalam hal lain yang
dikehendaki oleh para pihak yang mengangkat para mediator,
konsiliator atau arbiter dan membentuk lembaga ad hoc ini. Lembaga
ad hoc ini seringkali ditemukan dalam proses mediasi, meskipun tidak
tertutup kemungkinan bahwa untuk proses kosiliasi maupun arbitrasi

dipergunakan juga di lembaga ad hoc ini.
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b. Institusi Penyelesaian Sengketa Alternatif. Sesuai dengan namanya
lembaga ini adalah suatu institusi permanen, yang memiliki aturan
main yang telah baku. Setiap pihak yang ingin dan meminta institusi
ini untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh mereka haruslah
tunduk sepenuhnya pada aturan main yang ditetapkan, kecuali
ditentukan sebaliknya. Di Indonesia, institusi ini antara lain adalah
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Alasan melakukan proses nonlitigasi ini adalah karena dalam penyelesaian
litigasi (jalur pengadilan) memerlukan banyaknya biaya yang dikeluarkan padahal
perusahaan menganggap bahwa nilai kredit tidak terlalu besar. Padahal dalam
dunia bisnis diperlukan modal yang cukup dan waktu yang efisien untuk
digunakan dalam menggaet konsumen sebanyak-banyaknya. Selain itu
penyelesaian melalui pengadilan dapat memperburuk citra perusahaan di mata
mitra kerja dan pelaku bisnis lainnya.

Belum lagi apabila melalui pengadilan, segala putusan dan pelaksanaan
eksekusinya memakan waktu yang tidak sebentar juga masih harus melalui
tahapan-tahapan yang cukup berbelit. Melalui mekanisme nonlitigasi diharapkan

sengketa akan segera teratasi dan para pihak mendapatkan haknya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab 1V,
berikutnya dapat diambil kesimpulan yaitu :
Dalam melakukan Penyelesaian Kredit KUP yang bermasalah dengan PT.
Askrindo tidak selalu berjalan dengan lancar namun ada saja hambatan atau
kendala yang terjadi dalam prakteknya, diantaranya adalah :

1. Kendala yuridis.

Yakni kendala yang dikarenakan oleh aturan-aturan yang mengatur
pelaksanaan Kredit KUP. Dalam hal ini, mengacu pada Adendum I dan Il
Perjanjian Pertanggungan Kredit Usaha Mikro Pegadaian antara PT
Askrindo dengan PERUM Pegadaian terdapat aturan atau Pasal-Pasal yang
mengatur jalannya atau proses klaim asuransi kredit. Diantaranya yang
tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) yang mengatur mengenai Batalnya Hak
Tertanggung Atas Ganti Rugi.

2. Kendala non yuridis. Kendala-kendala non yuridis yang dialami oleh
Pegadaian, seringkali diakibatkan oleh beberapa faktor. Diantaranya
adalah :

a. Faktor Ekstern
b. Faktor Intern, diantaranya yaitu :

1) Self Dealing
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2) Non Existance of Sound Lending Police
3) Incomplete Credit Information
4) Failure to Obtain or Enforce liquidation agreement
5) Technical Incompetency
6) Poor Selection of Risk
7) Overfinancing atau Underfinancing
8) Lack of Supervising
Adapun upaya Perum Pegadaian dalam mengatasi penyelesaian kredit
KUP yang bermasalah melalui jasa PT. Askrindo adalah :
1. Upaya preventif
2. Upaya Sita Barang Jaminan

3. Upaya yang mengenai Subrogasi dan Pelaksanaan Penyelesaian Kredit

B. Saran

Dilihat dari beberapa permasalahan yang terjadi, maka penulis ingin
memberikan beberapa saran atau rekomendasi atas permasalahan yang menjadi
kendala bagi para pihak dalam melaksanakan penyelesaian Kredit KUP yang
bermasalah melalui jasa PT. Askrindo ini adalah :

1. Bagi Petugas Fungsional Kredit KUP

Dalam menangani penyelesaian kredit KUP yang bermasalah, hendaknya

Petugas Fungsional Kredit KUP memiliki faktor-fektor penentu yang

diantaranya adalah :

a. Memahami bisnis nasabah
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b. pendekatan dan komunikasi yang baik

c. Memiliki wawasan yang luas

d. Mempunyai kemauan dan keuletan

e. Memiliki ketrampilan dalam melakukan analisa

f.  Memahami maksud dan tujuan analisa

g. Mengidentifikasikan risiko nasabah

h. Peka terhadap perkembangan

I. Menetapkan asumsi yang relitas

J.  Menguasai dan memahami penggunaan formulir
Jika Petugas Fungsional Kredit KUP memiliki faktor-faktor penentu
tersebut, maka diharapkan akan meminimalisir kredit KUP atau kredit-
kredit lainnya yang bermasalah atau macet, sehingga mengurangi klaim
asuransi kepada PT. Askrindo. Maka segala macam kegiatan perkreditan
di Perum Pegadaian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan
slogan atau motto perusahaan, yaitu "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

2. Bagi Nasabah

a. Mentaati perjanjian kredit yang dibuat dengan pihak pegadaian
b. Tidak melakukan wanpretasi, supaya tidak terjadi kredit bermasalah

atau macet.
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(1} PEGADAIAN

CABANG :

FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KELAYAKAN USAHA PEGADAIAN

1. IDENTITAS PEMOHON

Nama

Tempat/Tgl. lahir

Alamat Pemohon Kab / Kodya

....................................... RT. RW. Telp,
Jabatan dalam Perusahaan

T
II. IDENTITAS PERUSAHAAN
Bentuk/Nama Perusahaan
Tahun pendirian / Ijin
Alamat Perusahaan Kab / Kodya
RT. RW. Telp.

Bidang Usaha

Jenis Produksi

I11. GAMBARAN KEGIATAN USAHA RATA-RATA SETIAP BULAN

1. Penjualan Bersih / Omzet Rp
2. Biaya Penjualan Rp
3. Laba Kotor Rp
4. Biaya Administrasi dan Biaya Umum Rp
5. Biaya Lain-lain Rp
6. Laba Operasi Rp
| 7. Pendapatan Lain-lain Rp
8. Laba Sebelum Pajak Rp
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1IV. RENCANA KEBUTUHAN TAMBAHAN DANA

1. Jumlah Kebutuhan Rp
2. Disediakan Sendiri Rp
3. Pinjaman / Setoran Modal dari fihak lain Rp
4, Permintaan Pinjaman dari Kredit KUP Rp.

Dengan huruf 2

V. RENCANA PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA

1. Menambah Uang Kas Rp
2. Pengadaan Sarana Kerja Rp
3, Pembelian Peralatan / Perkakas Rp
5. Lain-lain Rp
VI, AGUNAN / DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN
1. Fatocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan isteri Ada Tidak
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku
3. Bukti Pembayaran PBB tahun terakhir / Rekening listrik bulan terakhir
4, Asli BPKB, Faktur pembelian dan fotocopy STNK yang masih berlaku
5. Asli Surat Keterangan Domisili bagi yang belum memiliki KTP
6. Fotocopy Rekening / Buku Tabungan Bank setempat 3 bulan terakhir
7. SITU / SIUP / TDP / Surat Keterangan lain (Instansi yang berwenang)

. Agunan berupa emas :

Taksiran sebesar

Rp.

UP = B0% X Taks.

Rp.

Diisi Petugas :

Register Cabang | Nomor :

Tanggal

Pemohon,
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1) PEGADAIAN [FoRm=2]

FORMULIR PEMERIKSAAN DAN ANALISA KELAYAKAN USAHA
SERTA TAKSIRAN BARANG JAMINAN

Sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan oleh :

NAMIE T scmsmmimesimenssm i s sy @mnggal ...,
kami Penaksir/Petugas Fungsional Kredit KUP :

1. Nama:..
2. Nama :

Telah meninjau lokasi dan melakukan analisis kelayakan usaha pemohon kredit serta taksiran
terhadap barang jaminan berupa mobil/sepeda motor *) dengan hasil sebagai berikut :

I. Gambaran Kegiatan Usaha :
Nama Perusahaan

Alamat i
Jenis Usaha 3
1 | Rata-rata Penjualan / bulan | Rp |
2 | Biaya Penjualan | Rp ) |
3 | Laba Kotor Rp
4 | Biaya Administrasi dan biaya umum Rp -} |
| 5 | Biaya Lain-lain Rp - (@)
6 | Laba Operasi Rp
7 ! Pendapatan Lain-lain Rp (+) |
8 | Laba Usaha | Rp =1
I1. Identitas kendaraan : -
| - No. Palisi - No. Rangka =
| - Merk - No. Mesin l
- Jenis/Type/Model - No. BFKB |
- Thn, Pembuatan ! - Mo, STNK
- Thn. Perakitan - Buku KIR | Ada | Tidak ada |
|-Warna -TlinTrayek | [ Ada | Tidak ada |
- Isi Silinder .
- Tanda pengesahan KASATLANTAS Surat No. | w
- Kondisi Kendaraan = i
- Kelengkapan / asesoris |
| - Harga Pasar Setempat Rp. 1

II1.B nya Pinj :
Berkisar 30 % X Laba Usaha X ........bIn**) = Rp. oo
dengan catatan bahwa besarnya pinjaman maksimum 60% X Harga Pasar Mobil/Sepeda Motor,

________________________ At e 20

Kacab/Kuasa Pemutus Kredit,

Mengetahui dan menyetujui
Nasabah,

i )

*) Coret yang tidak periu
**) Jangka waktu kredit




FORM - 3
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
Momor: 2 i fisismassd 200

Pada hari ini ..o tanggal o bulan . cutabun s

bertempat di Kantor Cabang PERUM Pegadaian ................. , kami yang bertanda

tangan di bawah ini :

I Nama ........ ., jabatan Manajer Cabang, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama PERUM Pegadalan Cabang ..o , yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA,

1. NEME .oooiieeeeeeeecesressessreeneey BIAMAL,

RT. RW ,  Kelurahan _— Kecamatan

sy Kab f Ked. St asj dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama diri sendiri / perusahaan vang saya pimpin :

MNama Perusahaan e

Alamat perusahaan : ...
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk
mengadakan perjanjian kredit, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Jumlah Kredit dan Tujuan

(1) PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas kredit kepada PIHAK KEDUA, sejumlah
Rp.... sl & R R i
dan PIHAK KEDUA menyatakan setUJu dan menenmanya

(2) Dari SEJumIah uang tersebut seluruhnya akan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk
tujuan .. R T T

Pasal 2
Jangka Waktu ]
(1) Kredit diberikan untuk jangka waktu selama ... s e TR )

bulan terh:tunq mulai  tanggal .........ccccceeee.. SBMpal dengan  tanggal
s .. (jatuh tempo).

(2) Sebelum jangka waktu kredit berakhir PIHAK KEDUA dapat melunasi kreditnya dengan
melakukan pembayaran sekaligus.

(3) Dalam hal barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat maka jangka waktu
kredit akan berakhir pada saat terjadinya resiko dan sisa kredit harus dilunasi oleh
PIHAK KEDUA.

(4) Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri maka PIHAK PERTAMA
berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu kredit berakhir pada saat itu dan
PIHAK KEDUA wajib melunasi kreditnya dan PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk
menjual/melelang barang jaminan dimaksud sebagai pembayaran utang.
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Pasal 3
Jaminan Kredit

(1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan barang jaminan miliknya yang berupa
e SEDEGAT jaminan pelunasan kredit.

(2) Taksiran Harga Pasar Setempat dari Barang Jaminan sebagaimana tersebut pada ayat
(1) pasal ini ditetapkan sebesar RP. .. ...ocooovveees {oovnenmmimiissinsii s )

(3) Barang jaminan tersebut tidak dalam status jaminan dan atau akan dijadikan jaminan
kredit kepada pihak lain serta tidak sebagai obyek sengketa.

(4) Penyerahan jaminan dilakukan secara fidusia dengan menggunakan Perjanjian Jaminan
Fidusia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 4
Sewa Modal dan Biaya

(1) Besarnya sewa modal ditetapkan sebesar ... % (oerrerresensnnesirenenene.pETSEratus) setiap
bulan dari jumlah kredit yang diterima dan diperhitungkan secara flat.

(2) Bila terjadi perubahan suku bunga akan dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan
baru akan berlaku pada pembayaran bulan berikutnya.

(3) PIHAK KEDUA, selain wajib membayar sewa modal sebesar pada ayat (1) pasal ini, juga
diharuskan membayar biaya lainnya, yaitu :

a. Biaya Administrasi sebesar ...... % ( .....ccco.oeeennnnn perseratus) dari besarnya kredit.
b. Biaya Cek keabsahan dokumen, Notaris, Pendaftaran Fidusia dan Meterai.
¢. Denda bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran.

Pasal 5
Pemeliharaan barang jaminan

(1) Barang jaminan disimpan di tempat tinggal PIHAK KEDUA dan sewaktu-waktu bila
diadakan pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA, barang jaminan tersebut harus berada di
tempat penyimpanan dan dipelihara dengan baik.

(2) Barang jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala resiko kerusakan dan atau kehilangan
selama kredit belum lunas.

(3) Bilamana terjadi kerusakan, hilang, musnah, PIHAK KEDUA harus memberitahukan
kepada PIHAK PERTAMA

(4) Selama kredit belum lunas, barang jaminan tidak boleh dijual, dialihkan, dipinjamkan
atau disewakan, dijadikan jaminan hutang kepada pihak lainnya.

(5) Segala biaya yang dikeluarkan untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak
dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(6) Bilamana terjadi kepailitan PIHAK KEDUA wajib memberitanukan pada PIHAK PERTAMA
dan harus memberitahukannya kepada kurator atau pihak lain tentang statusnya sebagai
obyek jaminan kredit.
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Pasal 6
Pembayaran

(1) PIHAK KEDUA mengaku telah berhutang pada PIHAK PERTAMA dan berkewajiban
membayar pokok pinjaman ditambah bunga sebesar yang telah ditetapkan pada pasal 4
ayat (1) dan biaya lain yang timbul karenanya.

(2) Besarnya angsuran ditetapkan sebesar Rp................ (ovoreeeereerresenneneneen) S€LIEP bUlAN,

(3) Pembayaran ditetapkan setiap bulan dan pembayaran tiap-tiap bulan paling lambat pada
tanggal ...,

(4) Apabila pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pembayaran dilakukan
pada hari kerja berikutnya.

(5) Bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA
dikenakan denda yang besarnya ditetapkan berdasarkan pasal 10 perjanjian ini.

(6) Apabila sebelum jangka waktu kredit berakhir PIHAK KEDUA melakukan pembayaran
pelunasan sekaligus, setelah cicilan bulan yang bersangkutan dibayar, maka sisa
kreditnya dikenakan tarif penalti sewa modal sebesar ....% untuk pelunasan bulan ke 1
sampai ke 3, ....% untuk bulan ke 4 atau sampai ke 6, ....% untuk bulan ke 7 sampai ke
9 dan ....% untuk bulan ke 10 sampai ke 12 dikalikan dengan sisa sewa modal yang
masih harus dibayar berlaku bagi jangka waktu kredit 12 bulan. (... % untuk pelunasan
bulan ke 1 sampai ke 6, ....% untuk bulan ke 7 atau sampai ke 12, ... % untuk bulan ke
13 sampai ke 18 dan ....% untuk bulan ke 19 sampai ke 24 dikalikan dengan sisa sewa
modal yang masih harus dibayar berlaku bagl jangka waktu kredit 24 bulan )

(7) Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi kreditnya, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan
kembali segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7
Cidera Janji

(1) PIHAK KEDUA akan terbukti lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada PIHAK
PERTAMA, semata-mata dengan lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu
diperlukan lagi suatu teguran atau surat yang serupa dengan itu.

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk mengambil alih barang jaminan yang berada di
bawah kekuasaan PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA :

(a) Tidak melaksanakan pembayaran cicilan selama 3 (tiga) kali berturut-turut, atau
(b) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan kewajiban pembayaran.

(3) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan barang jaminan dalam keadaan terawat baik dengan
tanpa syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
Force Majeur

Bila terjadi bencana alam (banijir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru hara, yang
mengakibatkan barang jaminan menjadi musnah/rusak berat, PIHAK KEDUA wajib
menyerahkan barang lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai barang jaminan
sebelumnya sebagai pengganti jaminan utang kepada PIHAK PERTAMA.
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Pasal 9
Eksekusi

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menyita dan menarik di bawah kuasanya serta
PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual barang
jaminan bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan cedera janiji.

(2) Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

(3) Biaya yang dikeluarkan untuk penjualan barang jaminan menjadi tanggung jawab PIHAK
KEDUA dan diperhitungkan ke dalam hasil penjualan barang tersebut.

(4) Apabila hasil penjualan barang jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang
PIHAK KEDUA, maka kekurangan / sisanya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan
harus dilunasi pada saat itu juga.

Pasal 10
Denda Keterlambatan

(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal
yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan denda yang besarnya seperti pada ayat (2)
sampai dengan ayat (5) pasal ini.

(2) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan 7 (tujuh) hari dari tanggal
angsuran dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) dari besarnya angsuran setiap
bulan.

(3) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran 8 (delapan) hari sampai dengan 14 (empat
belas) hari dari tanggal angsuran dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) dari
besarnya angsuran setiap bulan.

(4) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran 15 (lima belas) hari sampai dengan 21 (dua
puluh satu) hari dari tanggal angsuran dikenakan denda sebesar 3% (tiga perseratus)
dari besarnya angsuran setiap bulan.

(5) Setiap kelipatan tujuh hari keterlambatan dikenakan denda sebasar pada ayat (2) pasal
ini dengan maksimum denda sebesar 5% (lima perseratus).

(6) Denda dihitung dari jumlah angsuran yang harus dibayar, yaitu pokok ditambah sewa
modal.

Pasal 11
Larangan dan Sanksi

(1) PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau
dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar yang mengakibatkan
timbulnya kerugian pada PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan, menggadaikan, dan atau menyewakan barang
jaminan kepada pihak lain.
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(3) Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan perbuatan tindak
pidana yang diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 12
Masa Berlaku

(1) Perjanjian kredit ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan akan
berakhir sampai terjadi pelunasan kredit.

(2) Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu yang telah
ditentukan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya dan masing-
masing pihak segera melaksanakan hak dan kewajibannya.

(3) Para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267
KUH Perdata dalam melaksanakan perjanjian ini.

Pasal 13
Addendum

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian kredit ini, maka akan
diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari
masing-masing pihak.

(2) Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan
perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 16
Penutup

Perjanjian kredit ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani oleh para pihak
di atas kertas bermaterai cukup. Satu lembar asli untuk PIHAK PERTAMA dan satu lembar
asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Nasabah Manajer Cabang
( ) ( )
NIK s
Mengetahui /menyetujui,
Isteri/Suami
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FORM - 3a

PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA
NOtHOr sl s sy dhasd

Pada hari ini @ o tangeal s s s s BOLAR 5 convis supmimessessas

tahun

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

L

NAMA I cevivvrirermniesineriinssermenssmrannessess Jabatan Manajer Cabang ...............n
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERUM Pegadaian Cabang
.................... yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Fidusia.

AR 3 s b st R P KIATGAES oo cvvsneismammpsmnsum s arsypm ronrmimny
RT. ...uen RW s Kelvaas
Kab./Kodya ....cooveinenrirnonnnes .
bertindak untuk dan atas nama (diri sen
disebut sebagai Pemberi Fidusia.

diri) :

bahwa sebelumnya para pihak menerangkan, telah mengadakan kesepakatan perjanjian
kredit di mana Penerima Fidusia telah memberikan pinjaman kredit kepada Pember
Fidusia dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti tersebut dalam Akte Perjanjian Hutang
Piutang No. & .o tanggal 1 ....oovviiiniiiinnnnn

bahwa atas perjanjian kredit tersebut Pemberi Fidusia sepakat untuk menyerahkan barang
miliknya secara fidusia kepada Penerima Fidusia sebagai jaminan kredit seperti dalam
daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

bahwa Pemberi Fidusia dengan ini memberikan jaminan fidusia kepada Penerima
Fidusia untuk nilai penjaminan sebesar B ssomsasiessapimes

persvaratan dan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1

Pembebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang pada saat ini dimiliki oleh
Pemberi Fidusia terjadi pada saat penandatanganan akta ini, dan telah menjadi miliknyva
Penerima Fidusia,

Pembebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang pada sctiap saat di
kemudian hari akan dimiliki oleh Pemberi Fidusia akan dianggap terjadi pada saat Pemberi
Fidusia memperoleh Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia menyatakan sekarang untuk
berlaku d kemudian hari bahwa Obyek Jaminan Fidusia dikuasai oleh Pemberi Fidusia. tapi
hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia menjadi milik Penerima Fidusia.

Pasal 2

Penagihan Obyek Jaminan Fidusia tetap akan dilakukan oleh Pemberi Fidusia.

Apabila untuk penagihan Obyek Fidusia tersebut diperlukan suatu kuasa khusus. maka

Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan -

tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penagihan Obyck Jaminan Fidusia
lersebut.
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Pasal 3

Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi
kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa posisi Obyek Jaminan
Fidusia.

Pemberi Fidusia wajib pada tiap-tiap bulan yakni selambat-lambatnya dalam waktw 7
(tujuh) hari terhitung sejak akhir sesuatu bulan menyerahkan kepada Penerima Fidusia atau
kuasanya daftar mengenai posisi Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai jaminan
fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia.

Pasal 4

Pemberi Fidusia akan terbukti telah lalai dalam melaksanakan suatu kewajibannya kepada
Penerima Fidusia berdasarkan Perjanjian Kredit No @ i tanggal
............................. semata-mata dengan lewatnya waktu yang ditentukan. tanpa untuk
it diperlukan lagi sesuatu teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu.

Pemberi Fidusia dengan ini memberi Kuasa kepada Penerima Fidusia atau kuasanya. baik
bersama-sama dan atau masing-masing, dengan diberikan hak untuk memindahkan /
mensubstitusikan kuasa ini kepada orang/pihak lain, untuk pada setiap wakw vang
dipandang baik oleh Penerima Fidusia atau kuasanya melakukan segala tindakan apapun
juga yang dipandang perlu atau diwajibkan untuk memberitahukan secara resmi mengenai
pemberian jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada
Penerima Fidusia termaktub dalam akta ini kepada pihak Ketiga tersebut. Demikian itu
untuk memperoleh pengakuan dari pihak Ketiga tersebut mengenai pemberian jaminan
fidusia termaktub di atas, semua atas biaya-biaya Pemberi Fidusia.

Pasal 5

Bilamana mengenai pemberian jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah
diberitahukan secara resmi oleh Penerima Fidusia atau kuasanya kepada pihak Ketiga yang
bersangkutan atau telah diakui secara tertulis oleh pihak Ketiga tersebut, maka Pemberi
Fidusia tidak berhak dan berwenang lagi untuk melakukan penagihan atas Obyek Jaminan
Fidusia dan semua pembayaran atas Obyek Jaminan Fidusia wajib dilakukan oleh Pihak
Ketiga termaksud langsung kepada Penerima Fidusia atau kuasanya.

Semua pembayaran yang diterima oleh Penerima Fidusia atau kuasanya sebagai
pembayaran atas Obyek Jaminan Fidusia, setelah dikurangi dengan biaya-biaya untuk
penagihannya, akan dipergunakan oleh Penerima Fidusia untuk pembayaran segala sesuatu
yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur ber rkan Perjanjian
Kredit dan sisa hasil Obyek Jaminan Fidusia itu jika ada akan dibayarkan oleh Penerima
Fidusia kepada Pemberi Fidusia tetapi tanpa kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk
membayar bunga atas sisa Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Apabila hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia tidak mencukupi untuk melunasi semua
apa yang wajib dibayar oleh Debitur jepada Kreditur, maka Debitur tetap terikat membayar
lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditr,

Pasal 6

Pemberi Fidusia dengan ini menjamin Pencrima Fidusia atau kuasanya bahwa Obycek
Fidusia yang diberikan sebagai jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia dalam akta ini
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benar ada dan adalah hak penuh/kepunyaan Pemberi Fidusia sendiri, tidak ada orang /
pihak lain yang turut mempunyai hak apapun juga, tidak tersangkut dalam
perkara/sengketa dan tidak berada dalam sesuatu sitaan serta belum pernah diberikan
sebagai jaminan fidusia atau dijadikan jaminap pembayaran hutang dengan cara
bagaimanapun juga dan kepada siapapun juga.

Pemberi Fidusia dengan ini pula membebaskan dan melepaskan Penerima Fidusia atau
kuasanya dari semua tuntutan/gugatan yang diajukan oleh orang / pihak siapapun juga
mengenai  atau  berhubungan dengan hal-hal yang dijamin oleh Pemberi Fidusia
sebagaimana diuraikan di atas, dan atas permintaan pertama dari Penerima Fidusia atau
kuasanya, Pemberi Fidusia wajib mengurus. menyelesaikan dan membayar tuntutan.
sugatan atau tagihan tersebut atas biaya dan tanggung jawab Pemberi Fidusia sendir.

Pasal 7

Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia,
Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun. atau
mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang
telah ditentukan dalam akta ini atau Debitur tidak memenuhi kewajiban berdasarkan
Perjanjian Kredit, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut
sija sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia
atau Debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fidusia
atas Obyek Jaminan Fidusia menjadi berakhir.

Sepanjang masih diperlukan, Pemberi Fidusia dengan ini pula memberi kuasa kepada
Penerima Fidusia dengan hak mensubstitusikan / memindahkan kuasa ini kepada orang /
pihak lain, untuk melakukan dan mengerjakan segala tindakan perbuatan apapun juga y:
diwajibkan atau dipandang perlu oleh Penrima Fidusia atau Kuasanya untuk menagih
pembayaran atas Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai jaminan fidusia dengan
akta ini terhadap pihak ketiga yang bersangkutan.

o

Pasal 8

Pembebanan jaminan fidusia ini dilakukan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia
dengan syarat-syarat yang memutuskan yakni sampai dengan Debitur telah memenuhi/
membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur sebagaimana
dinyatakan dalam Perjanjian-perjanjian Kredit.

Pasal 9

Penerima Fidusia atau Kuasanya berwenang untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan
Fidusia diuraikan dalam akta ini, untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan pejabat
alau instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menanda tangani surat/formulir.
mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirk
Pernyataan  Pendaftaran  Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan  Pernya
Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atau
perubahan dalam hal ini terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat
Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan atau Pernyataan
Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar
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semua biaya dan menerima kuintansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan
segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.

Pasal 10

Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pembeni
Fidusia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, di
dalam hal ini perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun Ketentuan
dalam Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tersebut.

Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian-
perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian
vang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini. tanpa adanya kuasa tersebut, niscaya
Perjanjian-perjanjian Kredit demikian pula akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan
di antara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik
kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian-perjanjian Kredit terscbut dan kuasa
tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian
sesuatu kuasa. termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitub
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 11

Pemberi Fidusia dengan ini menjamin, Penerima Fidusia atau kussanya bahwa Obyek
Jaminan Fidusia yang diberikan scbagai Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia dalam
akla ini benar ada dan adalah hak penuh / kepunyaan Pemberi Fidusia sendiri, tidak ada
orang / pihak lain yang turut mempunyai hak apapun juga, tidak tersangkut dalam
perkara/sengketa dan tidak berada dalam sesuatu sitaan serta belum pernah diberikan
sebagai jaminan fidusia atau dijadikan  jaminan pembayaran hutang dengan cara
bagaimanapun juga dan kepada siapapun juga.

Pemberi Fidusia denga ini pula membebaskan dan melepaskan Penerima Fidusia atau
kuasanya dari semua tuntutan/gugatan yang diajukan oleh orang / pihak siapapun juga
mengenai  atau  berhubungan dengan  hal-hal yang dijamin oleh Pemberi Fidusia
sebagaimuna diuraikan di atas, dan atas permintaan pertama dari Penerima Fidusia atau
Kuasanya, Pemberi Fidusia wajib mengurus, menyelesaikan dan membayar tuntutan,
gugatan atau tagihan tersebut atas biaya dan tanggung jawab Pemberi Fidusia sendiri.

Pasal 12

Segala perselisihan yang mungkin 4imbul di antara para pihak mengenai akta ini yang tidak
dapat diselesaikan di antara para pihak sendiri, maka para seumumnya di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri .........ccoviiiiiiiiinninns ciinn di tempat kedudukan pihak Penerima
Fidusia.

Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima
Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan
Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut di hadapan pengadilan lainnva dalam Wilayah
Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri
dari Pemberi Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut.
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Pasal 13

Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akata ini maupun dalam
melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemben
Fidusia atau Debitor. demikian pula biaya pendaftaran fidusia ini di Kantor Pendaftaran
Fidusia.

Akta ini diselesaikan pukul Waktu Indonesia Bagian Barat.
Para penghadap saya Notaris, kenal.
DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ......................... pada hari dan tanggal
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka
akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan,

:

UNIVERSITAS
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FORM - 4

Halaman muka :

£ A PEGADAIAN BUKTI ANGSURAN e ;"g:;':;‘a

KREDIT KELAYAKAN USAHA PEGADAIAN Lembar 3 : Administrasi

PERHATIAN
z 1. Bayarlah angsuran setiap bulan dengan tertib.
Tamatin 2. Bukti setor ini sah jika dibubuhi cap dan tanda -
Tanggal Setor B G A tangan kasir.
A N 3. Bukti setor ini dip gai
e : - 4, Simpanlah bukti setor ini baik-baik untuk mencocok-

kan dengan Kantor Cabang apabila terjadi perbedaan.

5. Setiap setoran kan denda.

MNo. Register

Sewa Modal

Penerima (Kasir)

KREDIT KELAYAKAN USAHA PEGADAIAN Skema Pelayanan PERSYARATAN
Kredit Kelayakan Usaha

Solus Pembicayoan Usaha Anda B Sk

. Usanha dinilai layok untuk dibiayal
. Manyarahkan egalitas usaha lengkop
Usona sucon beropaeasi minimal 2 [ duo |
tahun
4, Menyetohkon surat - sunaf kandaaroan
jaminan atas nama sendin
. Menyerohkon BPKB, STHK dan fokur pem-
bedian st dan Tosokoot
4. Mernyenahion KIP dan Kot Keluarga osk
dan lobokop!
7. Menyeachkon Sip Gojl | bogi pegawai | asi
dan folokopl
8. Membayar bioyo adrministras.,

=

Mudah

o




=x%
ARA PEGADAIAN
CABANG : ccvvevsriassessessssnses

FORM-6 |

KARTU REGISTER ANGSURAN KREDIT KELAYAKAN USAHA PEGADAIAN

Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor @ ...

Angsuran paling lambat tanggal ............. setiap bulan

vevvaereseerree 1ANGGA1

20 ...

Nama Nasabah i
Alamat

No. Telpon H

Nama perusahaan
Alamat 1

No. Telpon i

Besarnya Uang
Pinjaman : Rp..
Sewa Modal oo U0 per bulan

Besarnya Angsuran per bulan
a. Pokok Rp. ...
b. Sewa Modal : Rp.

Jumlah Rp. ...

Pokok Sewa
Pinjaman Modal

Angs.
Tanggal ke

Denda Jumlah

| Paraf
dan cap

Rp. Rp

Rp Rp

Sisa

Sisa

Sisa

Sisa

Sisa

Sisa

Sisa

Sisa

Sisa

Sisa

11

Sisa

Sisa

............................. Al e

Manajer Caba

ng,

INIK: e
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FORM-7 |
=
ADA PEGADAIAN
CABANG ! ..coivvesssessarssroses
...................... s TG 200,
Kepada
Nomaor 7 YEh,  SAr. e
di
Surat Peringatan I/IT/III
| Surat Peringatan I | No. Tl coerereenemrenenss
Surat Peringatan II | No. TGl oo

Berdasarkan catatan kami ternyata bahwa Saudara belum membayar angsuran
ke .... dari Kredit KUP dengan Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor @ ...y
tanggal ............... Sebesar Rp. wo.cccvviiiiennnas i S S AR S K B A )

dengan barang jaminan Berupa ...

Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, akibat keterlambatan
ini Saudara dikenakan denda sebesar ..... Y1 - perseratus) dari besarnya angsuran
(pokok ditambah dengan sewa modal).

Demi kerja sama yang saling menguntungkan, diharapkan agar kewajiban
tersebut dapat segera Saudara penuhi.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Manajer Cabang,

Cafatan: - Besarnya Angsuran
- Denda(...%)

Jumlah

nn

]




A=,
AR PEGADAIAN
CABANG ....ooosressersecssseenan
PR ;2 | T
Nomor
Lampiran : 1 (satu) lembar Kepada
Perihal Permohonan mendampingi Yih. Kepalai.ommmminaaaimieas
melakukan Penyitaan Barang
Jaminan Kredit Kelayakan di

Usaha Pegadaian

Dengan hormat,

Sehubungan dengan terjadinya hal-hal seperti tersebut di bawah ini :

1.

Tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati bersama sebagaimana tercantum
pada pasal 7 Surat Perjanjian Hutang Piutang NOMOF ..o.vvveeneeenn. taNggal oo
oleh nasabah :

Nama
- Alamat

Pekerjaan

. Tidak dipenuhinya Surat Peringatan III Manajer Cabang PERUM Pegadaian

NOMOT  wevvvrcvvccrvessinnnene £@NGGAI cvvvvviiiieeiiiinnes,, Maka  kami
mohon bantuan Bapak untuk dapat mendampingi melakukan pen\,rltaan untuk dan atas
nama PERUM Pegadaian Cabang .......... , terhadap barang jaminan

atas nama nasabah dimaksud sebagamana rmman terlam;nr untuk mempermudah
proses penyelesaian kewajibannya.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Manajer Cabang,
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| FORM-9b |

BERITA ACARA
PENGAMBILAN BARANG JAMINAN

Pada hari ini ......coeeees . tanggal .. v BUIAN e BBRUN

_______________ . kami yang bertandatangan ch bawah |n|

Nama
Jabatan
NIP
Alamat

Eathoo o

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERUM Pegadalan Cabang ..
berdasarkan surat permohonan Nomor : e ..... tanggal .
telah mengambil barang jaminan berupa
dari nasabah :

1. Nama
2. Alamat

3. Pekerjaan
4. Perjanjian Hutang Piutang No.
5. Tanggal

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.

Saksi-saksi Yang Menyerahkan Yang Menerima,
Nasabah,
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=
AR A PEGADAIAN

CABANG ....ccvvvvvvvrvnvvvrninsncens

BERITA ACARA
PENJUALAN BARANG JAMINAN KREDIT KELAYAKAN USAHA PEGADAIAN

Sesuai dengan pasal 10 Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor

trreresnensssnnsnesnesnneseesneess 0ANGEAN ciiiiiiiieiiiineiae., Maka pada hari ini, ..o tanggal
.................................................................. kami yang bertanda tangan di bawah ini :
- Manajer Cabang PERUM Pegadaian ....................

2o i Penaksir Cabang PERUM Pegadaian .................cccocon.
B R Nasabah / Pemilik Barang Jaminan Kredit KUP

Telah bersama-sama melaksanakan penjualan barang yang digunakan sebagai jaminan Kredit
Kelayakan Usaha Pegadaian kepada PERUM Pegadaian Cabang ............................. berupa mobil
dengan identitas sebagai berikut :

1. Merk [ type

2. No. Polisi

3. Th, Pembuatan

4. Warna

5. No. BPKB

Penjualan barang jaminan ini dimaksudkan sebagai pelunasan kredit sebagai berikut :

1. Harga jual barang jaminan ... Rp.
2. Jumlah utang Sisa Pinjaman

Sewa Modal

Denda

Biaya Administrasi
Biaya Lain-lain
JUMLAH

3. Selisih penjualan Lebih / Kurang
4, Selisih kurang tersebut telah dibayar oleh nasabah pada tanggal : .............

pPan o

5. Selisih lebih dapat diminta nasabah paling lambat pada tanggal : ..o

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap ........ untuk dapat dipergunakan seperlunya.
O I« | PO
1. Manajer PERUM Pegadaian 2. Penaksir PERUM Pegadaian 3. Nasabah / Pemilik
Cabang s Cabang susmisnaian Barang Jaminan Kredit KUP

S ——
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FORM-18 |

SURAT PERSETUJUAN MENJAMINKAN KENDARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama
Nomor KTP
Pekerjaan
Alamat

adalah Suami / Istri dari :

Nama
Nomor KTP
Pekerjaan
Alamat

dengan ini saya menyatakan persetujuannya untuk menjaminkan mobil / sepeda motor
atas nama saya untuk mendapatkan kredit di Kantor Cabang PERUM Pegadaian

Adapun spesifikasi kendaraannya sebagai berikut :
Jenis kendaraan
Merk / Type
Nomor Polisi
Tahun pembuatan
Nomor rangka
Nomor Mesin
Isi silinder
Warna

Demikian sural pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Yang membuat persetujuan,

Meerai

(__ssssserivensansene )
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| FORM-19
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama
Nomor KTP
Pekerjaan
Alamat

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa | (satu) unit kendaraan berupa sepeda motor /
mobil dengan spesifikasi sebagai berikut :

Jenis kendaraan
Merk / Type
Nomor Polisi
Tahun pembuatan
Nomor rangka
Nomor Mesin

[si silinder

Warna

adalah benar-benar milik saya yang telah saya jual dan dibayar lunas pada tahun .......
oleh pemilik baru, yaitu :

Nama
Nomor KTP
Pekerjaan
Alamat

Kendaraan tersebut belum di “Balik Nama” kan ( BN ).
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta, ....oooviiiiiiiiiiiiinans

Yang membuat pernyataan,




.aC.1

129

.ub

repository

SADAIAN

+ ¥
Tagranda o

VT TH T STTIPTRITES FE SRS ¥ 2 4
fiahang S

PU
l.l"!:'- !'I AN \‘_
' Bt ik dkangnkan dcncan ot § apon Nasaban vienungeak (L NM) Pareode

Lap-:-ra%daxi Tangzal:of Somomber 2006 < 21 September 2006
PRRIM Pegacman Coany - Bigis

—

Sohanvak SR s adanan belas o Cirang
Sepertd torbaoh dalaae Suwea ea

SSBUBAIEAL s i B 9t Bl sk, SR Y Gl e e Bk
ketenniag vime ada,

SR KPS g Ggebteop 10 deed habee m b st Ry,

frmbisan Dikinm hepina 3 ih :

= Pimpiman Witayah T7 PERTAT Pagadaian Qurabays
- 5PIPERUNI Fegadaian Wik, Madura

- Amp

PERINIPECADATAN CATANG RRANTA
JI Baya Tladon Hranla Pachasan Maduea Telp, (0323) 327041

:

UNIVERSITAS




130

[Evwear ergen o

D127 MCp. O 8052007
Laparan ;

Tingge : M Sedember 206
Targeal 30 Se plariner 2906

Liprn: barmol

e Kl ._E!_-Jr._s.?ﬂﬂuﬁ:_x.? Ma FPRAKIIADIS/ 00! tanggat 25 S-pt-mber 2002

1 Jearrs manclrinthan

e Jo it o itpry

i sbiego berlcty

T

ATIRDL UL BRI
Pl SmMAT RTE

Rd =8
LT 3L A

| RS EE-SIE A
A LT A

DNHIAS LT 108 L1501 L
OW.oLTS.LT 106,
CWELE3 TR0 10E.
[l A XS N8 ERES
E LA R B Y
OW.0%0 LI
AN 1

OVLES TR Ly
oW N 0%

2uwonnienae s
DAL
DOLAS0 Y 108

p1-e-qn-A1031s0daJ

i

At R O R

A

Lot perhonast oy Brent (Peiace Taran s grar

it KLY g g sk g T8 Dt g Sl

SERE T rasl 5 Fer@niet Poronegn g Lo P
Lz p Perts i Mgy amgg e LMY 2angin Tt sopig o Benant

N
S Sl B g Iperancpuighat 3 Gel @i e o PR i g toee tabeer R

TP

F T I L B SRR I LOCSI0T Lncg 25 Sepluntar 2003 W

W eyt b deag  patieed sebenn i,

A ik KL g ode aprisapeanglon a9 stan asarts dvdtat o n bk sebesy Fa,

i

g i L e i

?:%swﬁi.t..._un 8 BTy

LELE T R T
terjdinyatung - teon dee
Twnokats s ngan ararys
o L 3 —-—
.| A ) 3 (Tb-i 3
f209100 1,720,004 12r9.000] i My
i@ 0| esneu 148,00 s e,
208 B0 243340 &1,200 Lo Fue
TEN.BE 2400 1.477,290] ol sl
43920 5,190,301 128,20} Vs megol,
Pl HRD T £44.220 sl o,
CLT LEdnoem A4 100 Lmalsan sel,
SAH5 M 2250 00 2276000 L bt b,
GamL LB to50.20) 125,801 Usiait 3o,
sonon' wiawr| s 1455.090] s oo,
soem! Ses e 1,100,804 £.8,590) Useha Tient,
[ u....“.“.._“ et aTeom|  -4psonoc) el sol,
Tansn g ar b ane 163,520 Lsaina s,
SRRk L 1 1 1 Lagngm 123,910 a9y {taahe e
awmon! craarl vasuam 1355 420] st o,
R wu..";l LR T g 8 2T am I.00%, 290 e md
BRCC BT LiMem 271289 Lkt Mo
el smasenr|  ssgonom | 6osnan jEmmmay
| i
VOORVERU A BTE R Fhl M 3| 37.2:7 uT0] m
| _ |
| 3

S Wt e aer . # el

SVLISYIAINDN



CK ASKRINDO ©
i S e
Nomor : O/0 /PP/SBY-KS Surabaya, 20 Pebruari 2008 ASSOCIATION

Lampiran  : 1 (satu ) set
Perihal : Persetujuan Pembayaran
Klaim Pegadgian
Kepada Yth.
Kantor Cabang
PERUM PEGADAIAN
J1. Raya Branta

BEANTA - PAMEKASAN

Bersama ini kami sampaikan persetujuan pembayaran klaim Nomor :
0W.03.07.00066.1.23.01.0 atas surat Saudara Nomor: 190/0p.09.18.7/2007 tanggal
19 Juli 2007 datanya telah dilengkapi (SP No: 28/0p.09.18.06/2007 tanggal
29 Januari 2008) dengan tuntutan sebesar Rp. 93.018.856,00 dari tuntutan tersebut
kami dapat menyetujui sebesar Rp. 47.356.394,00 (EMPAT PULUH TUJUH JUTA
TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH
EMPAT RUPIAH).

Jumlah tersebut telah kami transfer untuk keuntungan Saudara, dan bersama
Persetujuan di atas untuk 12 (dua belas) nasabah dari 18 (delapan belas)
yang diajukan sedangkan terhadap 6 (enam) nasabah lainnya tidak dapat kami proses
lebih lanjut / batal dengan penjelasan sebagai berikut :
MOHAMMAD ALI
BAHRUDIN
NURHASAN NAJA
MOH. ZAID, H

» Nasabah diatas telah lunas, dengan adanya pelunasan tersebut maka hak
tertanggung untuk memperoleh ganti rugi dari penanggung menjadi hapus
dengan sendininya.

SAHIDI

» Nasabah tersebut tidak diproses pembayarannya karena pada saat diajukan
belum timbul hak klaim /belum macet.

MOH. FADIL, H.

» Pada Surat Perjanjian Utang Piutang tidak terdapat tanda tangan Istri sebagai
bukti turut mengatahui / menyetujui pengajuan kredit. Hal tersebut tidak
sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 40/US.2.00/2005
tanggal 1 April 2005 Tentang Pedoman Operasional Kredit Angsuran Sistem
Fidusia (KREASI).

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Perjanjian Kerjasama
Pertanggungan Kredit Usaha Mikro Pegadaian walaupun PT. Askrindo telah
membayar klaim untuk kredit tersebut, namun Saudara tetap diwajibkan
mengupayakan pengembalian / penagihan secara maksimal sampai nasabah-tersebut
melunasi hutangnya.

131
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i ASKRINDO QICISA

NSURAMNCE & SURETY
ASSOCIATION

Selanjutnya perlu kami tegaskan kembali apabila pada periode sejak saat
pengajuan klaim hingga saat pencrimaan Claim Sctflement ini terdapat pembayaran /
setoran angsuran nasabah, agar Saudara bagi sesuai ratio yang tercantum pada
lampiran Claim Scttlement ini dan Recoverics yang menjadi bagian PT ASKRINDO
hendaknya  langsung  Saudara  limpahkan  kedalam  rekening kami @00 |
(Nomeor : 00000096-01-000502-30-0 pada PT. BRI Cabang Surabaya - Kaliasin)
tanpa menunggu sampai hutang nasabah lunas.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasama yang baik dari
Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan :

» Yth. Divisi Klaim & Subrogasi PT. Askrindo Kantor Pusat
% Vth. Kantor Wilayah Perum Pegadaian di Surabaya
» Arsip



soem Baidge o yousn Jinamcial Prual
KANTO
JL. ANGKASA BLOK B-8, KAV. NO, Oﬁﬁammm%%mamﬂ Fax. +8221 - 854 6483, B854 6484
: E.mall ! .

KANTOR CABANG
BANDUNG, DENPASAR, JAKARTA-CIKINI, MAKASSAR, MEDAN, SEMARANG, SURABAYA, BALIKPAPAN,
KANTOR PERWAKILAN PEKANBARU, NANGRO ACEH DARUSSALAM
BANDAR LAMPUNG, BANJARMASIN, BATAM, CIREBON. RGRTIESARAN. ave, manano PADANG, PALANGKARAY:
puigugﬂf\’pgwamk. PIIJRWOKERTD'SMINDA : g
ESAIAN KLAIM

(CLAIM SETTLEMENT)

133

e

|No. 0W.03.07.000686.1.23.01.0

.

Vi

Dengan menunjuk kepada PERUM PEGADAIAN
CABANG BRANTA
= .SURAT KLAIM No. 190/0p.03.18.7/2007
- NOTA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN Mo. Lihat Lampiran
- NOTA TAGIHAN No. Lihat Lampiran

maka dengan ini PENANGGUNG menetapkan

~ Jumiah Baki Debet setelah timbulnya

i L ST
hak kigim sebesar Rp. 71.532.0280,00

- Batas i pertangg Plafond

Kredit yang dipertanggungkan Rp. ©8.580.000,00

~ Pembayaran Klaim sebesar

Rp. 47.356.304,00

EMPAT PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBL TIGA RATUS SEMBILAN
PULUH EMPAT RUPIAH

Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 K.U.H.D. dan pasal :

Perjanjian Asuransi Kredit Bank ¢ No. PPK./KUM/005/2002
PENANGGUNG mendapatkan semua hak TERTANG-

GUNG dan setiap ada pembayaran dari DEBITUR
TERTANGGUNG dibagi menurut perbandingan
sebagai berikut :

Linat Lampiran Claim Setlement

No. 0wW.03.07.00088.1.23.01.0
i .
1 'S
: i L e AR £ 2 ) ;
Dengan persetujuan TERTANGGUNG  tersebut, maka TEATANGGUNG tidak berRik%untuk mengajukan tuntutan ulang atau
bahan atas per ingan dari DEBITUR TEATANGGUNG yang sama dan membebaskan PENANGGUNG dari segala

tuntutan hukum yang langsung ataupun tidak langsung. : Y

4
Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pengiriman tersebut TERTANGGUNG tidak dan atau belum memberikan
Claim Settl maka TERTANGGUNG dinyatakan telah menyetujui jumiah pengg)mlnn klaim tersebut dan

TERTANGGUNG waijib menerima segala ketentuan yang tercantum dalam PENYELESAIAN KLAIM,

Jika terjadi lahan pi Y atau p ¥ yang bukan pi hak TERTANGGUNG, maka TERTANGGUNG wajib

mengembalikan sebagian atau seluruh pembayaran tersebut kepada PENANGGUNG.

PENYELESAIAN KLAIM tersebut dibuat dalam r'angkap 3 (tiga)
Asli, setelah ditandatangani dikirim kembali kepada PENANGGUNG sedangkan tindasan | (warna kuning) yang mempunyai kekuatan
hukum yang sama dengan aslinya serta tindasan 2 {dua) untuk arsip TERTANGGUNG.

o ¥

=

PERSETUJUAN TERTANGGUNG
ERUM PEGADAIAN
CABANG BRANTA

a, 14 Februari 2008
AN PENANGGUNG

_‘. 2 E“DONESIA



CK. ASKRINDO

¢d’n‘d,¢dam1

L. ANGKASA BLOK B-9, KAV, NO. 8 KEMAY

MHOMOMMW TELPM&F&HHEHZ Fax. #8221 - B84 8483, 554 6484

CABANG
BANDUNG, DENPASAR, JAKARTA-CIKINI, SAR, MEDAN, BEMARANG, SURABAYA, BALIKPAPAN,
KANTOR PIRMGLIN P!MNI!RU NANGRO ACEH DARUSBALAM

IT P!
ﬂnw: w MANADD, PADANG, PALANGKARAY)
L) pomm ity ﬁf«a B . i

BANDAR LAMPUNG, BANJM%!M‘AM CIRER:

Sesuai dengan P

SURAT PERINTAH TRANSFER

n Klaim/Claim S

flos 0W.03.07.00066.1.23.01.0

B |

Nomor :

Lamp.

HAL

0S/00066/01/B/ISPPB/CL/2008 Surabaya, 14/02/2008

* “Kepada Yth

BRI, CABANG SURABAYA KALIASIN
JL. BASUKI RACHMAT NO. 122, SURABAYA

TRANSFER ATAS REKENING KAMI NO. (ppes-01-000502-30-0

Dengan hormat,

Bersama ini kami minta bantuan Saudara untuk mentransfer dana
atas beban Rekening Giro kami tersebut di atas :

Kepada PERUM PEGADAIAN

CABANG BRANTA
JL. RAYA BRANTA, BRANTA PAMEKASAN N

Rp. 47.356.394,00

EMPAT PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS
LIMA PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS
SEMBILAN PULUH EMPAT RUPIAH
PERUM PEGADAIAN CABANG BRANTA .
REKENING NO: 00000061-01-000304-30-5

PRP. PT. BRI CABANG PAMEKASAN: .

Sejumlah :

Keterangan : Pembayaran klaim atas surat klaim Tertanggung
No. 190/0p.02.18.7/2007, 19/07/2007
Tuntutan Rp. 83.018.856,00

Atas kerjasama yang baik, dan sambil menunggu Debet Nota
dari Saudara, kami ucapkan terima kasih.

SOEGIHARTO
Kepala
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"\RE - Branta, 18 Juli 2007

m GADA!AN Kepada

Yth. Kepala Cabang PT.Askrindo
Surabaya

Nomor :180/0p.09.18.7/2007 c.q. ( Kasi Kiaim & Subrogasi )

Lampiran: 1 (satu) set. Ji. Biliton No. 30

Perihal  : Pengajuan Kiaim DI

SURABAYA

Menindaklanjuti surat kami Nomor: 182/0p2.08.18.07/2007. tanggal 11Juli 2007 perihal Laporan Nasabah Menunpgak
(LNM), berilut :

Sesual dengan ketentuan Pasal 11 Perfanjian kerfasama Pertanggungan Kredit Usaha Mikro Pegadalan Nomor ;
PPK/KUM/005/2002 tanggal 25 September 2002 dan sehubungan dengan adanya tunggakan maka bersama ini kami me-
ngajukan kiaim atas nama nasabah kami yang menunggak dengan keterangan sabagai berikut :

No. Nama Nasabah Nomor NPP. Jumlah Klaim Keterangan
1 |RAHBINI AMA OW.03.06.01108.2.13.01.0 3,043,200
2 |MOHAMMAD ALI OW.03.05.01108.2.13.01.0 6,647,280
3 |.m|| P SUNARTO OW.03.05.01108.2.13.01.0 2,479,760
4 |MIFTAHOL ARIFIN OW.03.05.01108.2.13.01.0 2,026,232
5 |MOH ZAHRI OW.03.05.01108.2.13.01.0 3,471,616
6 |SAHIDI OW.03.05.01108.2.13.01.0 1,797,184
7_|AMAL ROSIDI OW.03.05.01108.2.13.01.0 7.254,000
8 |MOH HAIRUL SALEHH OW.03.05.01108.2.13.01.0 7,588,800
9 |SLAMET RIADI OW,03,05.01108.2.13.01.0 7,340,704
10 [ABD AZIS OW.03.05.01108.2.13.01.0 8,596,480
11 |SRI HIDAYAT OW.03,05.01108.2.12.01.0 3,157,244
412 |MOH FADILH OW.03.05.01108.2.12.01.0 2,157,600
13 |RIDWANUL HAKIM OW.03.05.01108.2.13.01.0 3,604,256
14 |SUKMO ADJI OW.03.05.01108.2.13.01.0 3.521.528
16 |BAHRUDIN OW.03.06.01108.2.13.01.0 3,076,066
16 |SITI SULIHA OW.03.05.01108,2.13.01.0 3,341,752
17_|NURHASAN NAJA OW.03.05.01108.2.13.01.0 2,400,064
18 [MOH ZAIDH OW.03.085.01108.2.43.01.0 19,716,000

Jumlah 93,018,856

Demiidan idaim il kami ajukan dengan haray
dan terima kasih atas kerjasamanya yang baik.
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ana tersebut ditawah inl ©

MFPKMUMWMWHSMNM:W"HMMMMWNQ&MWN

I Mmma Pigsanan

2 Tangasi Lakr

S Awmat ;

4 Jumiah Pertanaoungan

5 Janghs Waley frait

O Sekior Usahs

7 Ha Mata Fanutupan Dssanamungan

it DAT & JARIMNAN
i
P tens / ek Kendaraan
b3 rabun semnoates

10 memer uPRE

11 Momaor Casls

12 Hemur besin

13 Momer Palm

153 Ntz HPS s2at waim disjukan

il DATA RERUGIAN

1€ Sebab - setab kenmcatan krecs

17 Bak Debat saat timoutnya hak
mangajisken idatm

15 Tunwtan ganti mguidaim 80% dar
annica 1 17 dangan makebmal Anes
s atighon s

I DATA PERTANGGUNGAN

+ RAHBING AMA
: 18 Juni 1952
i Rujawali 176 A Kel.Karangdalem Sampang
6.000.000
24 kules
1 Toko Pracandgan
DA ESMINe 21010

12 Sapeda motor! Sumd

2000 ¢ anps
TEABUZHY O & 1858138 4
*MHRFOIANYY 1 . 500322 & MESFD110X2) - 78121
$EI0R-D - 502018 & E10-IT - Tesais

TM-383BD AN - 0565
14 Mz HPE sa2 kendarman dbesdan

12,000,000
11,000,000

KE SRR

V' Lampiran Surat itinies sabazgaimans kantastusa Paszl 14 ayat (4t
FG. Perjamien Kisgh, Fo BPRE, FG STNK, FG KTP. F0 Surat Keterangan Usaha

T Kreud Macst od sazgt Bt tempg

. Diejataian Paiid
. REN0Araan Rusak Berat
Kandarzan Hiano

o~ S VO X I

(,!

. Inasalah Mcmngga; Ourna.

Nikerat of Branta tangagat 10 Juli 2007
TERTANGGUNG
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Momer : 190/0.09.49.7/2007

[ B Tradt Usana Mies - Pagadaian

}CM daagan kataniaan Pazal 41 M

Fo PRICKLIO0E200] teaggel 26 Sapu:dur :!;0: danpen lad kel mengajulian Kalm dengen dats.data sebagal

i LerEEnu Susdwai i

1 nams Hasabah

2 Tanggui Leiw

3 Atamat

4 Jumiah Pertangguagan

D Jangxa Vakty Kredi

f3 Ssignr Usahe

7 Mo.Mota Fenutimen Fertanggungan

1l DATA JAMINAN

2 Janis / therk Kendaraan
& Tahun Femouatan

10} Momar REYE

11 Homor Gass

12 Nomor Mesin

13 Mamer Polsl

45 Milai HPS caat Halm Sajuban
it DATA KERUGIAN

15 Sebab - sabab kemacsian brect

47 Bal Debet sact timbuings hak
mengaukan Kam

8 Tualutan aanti nygifidaim B darl
maghe b LT oengen sl B
dari angha 1.4

ATA PERTAMGGUNSAM

‘I & Nitgi HPS saat Rendaraan diverikan

* BOHAMMAD a1l
: OF Mui (845
: D=n. Talebar Daish Ds.Pasancgar Pagatenan Pemekasan

5,820,800
24 butan

+ Perdaganmn
UY.03.05.01 108.2.13.01.0

1 2 Sepada Mator / Honda

s 1889 & 200z

+ 830264 J 2 2110095 |

SR L REVI I EAKE26284 MR I REVGIZZRI40801
+ KEWE1026158 & KEVEE1338E56

tMoB4D AR M 3205 AT

14,500 000
Taea0.000

EYS e

eara ol

B R47 280

iV Lampiran Surm ‘Klsin cabagairane kementuan Pasal 11 3yt )
FE. Pedanfian Kpadt Fa BBK2 EQ STMY PO VTR PO Syrat Yateransan Leshs
.

1. Kradi Mazet pd saat jaiub tempe

2. Dinyaiakan Failit

3 Kendaraan Rusak Berat
4. Kendaraan Hilang

H Nasabah Meningaat Diuna

Dibuat i Bramta tanggal 13 Juli 2007
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Nomer | 180000.09,18.7/2007
Fuma Sengan setantuan Dagal 11 Facjanjan Kenasama Menonggungan Kradt Uzana Mies - Pegadamn

Mo PP tanggal 25 Sapt JCE2 dangan vl koo mangajuksn Haim dengan data-data ssbagai
iana lersebul gibawan il

! DATA PERTANGGUNGAM

1 tama Masahah + AR P SUNARTO

2 Tanggel Lanic £ 08 Sepremaer 1845

3 Aamat : Den. Bivan Barat RT 01/RW.01 Kaduara Barat Pamekasan
A Jumian Partanggungan 4,080,000

D Jangke Véalou Kredn 24 bufan

A Seltar Lsnka + Bardananzan harang

7 Moseota cenutuban Ferangguigan | UwY,03,06.01108.2.19.51.0
L DATA SARAEAN

E £ tongt ot endarisn

| Ly

WLANUA FEMINATEN
11 Momar REKR 1 O5T0RA7 1
11 fiumor Casm : MR REVS 101K 105785
T2 Nomor Mesin : KEV3E1 100808
13 ttomer Patizt (M. BE7E.C
16 N#mi HPS saat kandgrazn dibecikan © 8000000
15 421 HES cast Lialem disjulian 7.500.000
1 DATA KERUGIAN
10 Sevab - sebab kemascetan kredz KR} D E:] B D
17 Haki Debet saat timbuings hal 090,700
mengajukan kiam
18 Tumtuten aen runifidalm BA% car 2478780
angha (17 aengan mahsinml o0l
danangka '4

PV Lampiran Sueal i sebagaimiana Kerentuan Fasal 11 ayat (4)
FC. Parfaniian Kredy Fe BPUE, FC STMK. FC KTP, FC Suest Kateransan Leaka

Giovae ol Dranta maggal 18 un 2607

TERTANGGUNG
4 Wradit Maee? pd fast =%k tames PERUM PESARAIAN SABANA BRATL
£ Dinyaiakan Paii ol CankiG
" 8445 i

2. Kerdarsan Russ Serst
<. Rendaraan Hiang
5 MNagzabah Meninggat Durig

<
%
-

UNIVERSITAS
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Homar : 180/0m.00.18.7/2007
{Z3:0al Jangan wetariuan Pasal 17 Faranan Kensams Yradit Usaha Miws . Pogadaizn
{Pe. PPIICUINCERI2D0D tangga) TF Septembar D202 dangen ind ke mangsjukan Kaim dangan dala-dala sabager
Mana tersenut aibawan 1

i. DATA PERTANGGUINGAIY

Ry

2 Tanggs! Latir

2 Marat

= Jurdsh Penanpaungan
5 langin Walay Yredh
& semor Usana

¥ No.Nota Feritunan Partangsungan
1 DATA JARMINAN

& Jems | Merk Kendaraan

s i P TARCL ARIFIN
+ 03 Jirfi 1268
14 Gatothecs 528 Ds Holpajung Pamekasan
5 4 980,000

24 bufen
- Ferusgangan sarang
OWO3 s 0N0eZ 0NN

: Sepeda motor/ Suzul

9 Tahun Pambuatan 12001

10 Weimar BPES 0785020 4

1T Nomor Casis : MHBFD110X1J668716
12 Mamar t2esh : E190i084787S

13 Nomer Poisi DM - 39T - A

14 kel HPS sant kendarage Shafean + R0DGROD

13 Miai & saat dam ajuken 600,060
i, DATA KERUTIAL

18 Sokan  zonzz kamazatan brass m (1M D
17 Bak Depe; spat Lmouliya Nk 3,857 780
wrtaay ity ekl
T8 Tuutan e faggirkusinn e e £ 25T

angics 11,17 dengsn moksimz B0,
Harlangle b2
- .
Lamniran Surst Kai sehazalmang kastention Baeal 44 zoab (d)
FU. Fenaman rrecd, Fo BFRe. PO ST, FG KTR. FO Surat Reterangan Usana

v

Dibuzt di Branta tanggat 12 Jull 2007
TERTANSSUNS
IAN Cp

1. Rredit Macest po saat jpiun temoo
2. Dinyatakan Paiit

3. Kendaraan Rusak Berat

4 Kendaraan Hilang

5. Masabzh Meningga! Duniz.

BANG BRANTA

<
-
z

UNIVERSITAS




.aC.1

140

-
-
L ]
S
h
o
N
o —
. 13
(=} - '
= > il
3 e
/ Latapiran IV
) Nemor | 19005 09 13.7/2007
Sl dongan s Tasdl T anaan AR ee T uan ppen Krant 1aha Mis - Panazan
4o PPRIKIIMIGTE e dita e

H52 teaggei 28 Saptenher U002 dengan 1 Ye! mangeincan Waim dencan data-data ssbaga:

Tiidria (Sr8aiur aibawsn

| DATA FERTANGGUNGAN

1 Nema Hasaoah + MOH ZAKRI
2 Tanggal Lahir 125 Jusi 1880
3 Alamat : Den. Konang Tengah Kec.Galis Pamekasan
4 .Juméah Pertangoungan i 6200000
: 5 langka Walsy ¥redt © o 2dmban
5 Gemor Usana : Perdagahoen parang

7 Mo Mota Penttunan Pertangqunaan  + OW 03.05.01108 2 13 84.0

. DATA JAMINAN

G Jens 1 Merk Kenaaraan : epeda Motor / Yamana STP

d Q Tahun Peatuatan 1104

10 Womor BFRE +TI8T380 4

171 Momor Caes I MHASTPOD1AK(SEA00

12 Nemz Matia ' 1STP.ooATED

93 Momor Pobs (M- 8423 -ND

14 Mgl MBS eane kondaraan Sharlan 1 10,500 300

130 e HES aat Kam diakan T BS00.000

it CATA KERUGIAN

18 Sebab . seheb kemacaan et m D CI EI D
7 man Deper saa trmouinya hak i 4308520
rengaliian kalm

18 Tunivtan ganii rugitdeim 80% Gan 3,471,618
angia 11,17 dengan maksima! 80%
dasfangles t.2

- P Lampiran Surat iaim sshanaimana kententuan Pacal 11 avet (4)
P Perjantian reun. Fo OFKS, FOOTHI, MO RTE, £O Gurst Reterangan Usana

Dibuat di Brarta tanpgat 19 Jufi 2007

RO MAcE DU Saar 1etun empo
| Diryeatakan Pailie

Rerndaraan Rusak Seial
“endargan Hitang

tasabal Meninggal Dunia.

Mo I
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Lempiran IV
Memor @ 10000908, 18 712007
Essuml dangan | Fazal 11 Pananjan Kary Pamanggingan Kradkt Usaha Milcs - Dagadalan
PRI tangoal 26 Cef 2002 dengan inl kami mengajukan Kaim dengan data-data sebagal
(mane lersebis M ins
{ DATA PERTAMGE!IMT AN
1 Manme Masahial + SEMIN
2 Tangysi Luidr 150 Ohiober 1574
3-Atamat : Oen Lagk Saba D Amiat Thamkan Pamekasan
P4 ey Patanggungan . zmonees
D Janka vWakiy Krede 3 74 haflan
T3 Selgar Uezhs + Berdagarann Satans

7 ootz Fenupan fernangoungan | LW.0A.UB.0E 108215010

H DATA JAMINAN

“

2 lonis ! Ment Kandarman 1 Sepada matoe | Sumid
D Tanun Fembuatan ; 2uus
10 Nomar REKR 19657707 1
11 Homor Casis : MHGFD i 25Kdd - 227870
12 Nomar Mesin : F403-10-228400
13 Homor Petiel 1 M- 4877 AL

14 hiflai HPS saat kendaraan dbankan : 10,000,000
A Nital MRS eazt Laim dizhikan B XK

i DATA KERUGIAM

16 Sebab - sebab kemacstan wrsait m D D D D

17 akd Detat seat tmbulngs k2 T 2246400
MenganKan KRET

A8 Tualitan qeoll rugifdalm BO% dsd ;4 707 104
engwe 1117 oengun ruaksimel 550w
datangie (4

i Lamoiran Surs Klsim senagaimeng kententusn Pasal 11 avat &)
FC. Perfanion ¥ras®, Fe BEKRB, 70 STMI PO ¥TP, FO Surat Keterannan Uesks

ibuat di Brama tanggal |8 Juii 2007
TERT,

4. Kredit Macst pd eaat jatuh tampa
£, DIHYakaREH o

3. Kendaraan Rusak Berst

4. rendaraan Hilang

5. Nasabah Meninggal Dunma
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Lamgpiran iV
Hlamor | 190/0 00 18.7/2007
Sasual dengan kotetien Pazal |1 | 2ranan Kanasems Fanianggungan Kradh Lsaha Mivs - Pagaddan
it PPUMICOS307 tanggal 05 Septarsbar 2067 dengan i bamd mengaian i dannan data-dats eshasc!
itand tersabut dibawal inf
]
! DATA PERTAMGZLUNTAM
7 Nama Nasabah 1 AMAL ROSIDH
2 Tenggel Lahic 1 Gl Ortober 1582
3 Alamat < Dsn. Gifin Ds. Branta Pesisi- Tianakan Pamekasan
4 Jumiah Petanggungan 11,160,000
5 Jangia Wakw Kredi T 24 bufan
6 Sekinr Leaha : Perdaganoan Barang
7 Mo.Nota Fenuiupan Ferianggungan  : OW.03.06.01108.2.13.01.0
U, DATA JAMINAN
8 lowe ! Mam: Kandarsan idoblt £ MAsusieki | 300
2 Vanun Femouatan RETY
10 Mamor 82K3 + 104RSEN 1
11 Nomar Cuuis : LLOLOB20T 204
12 Nomar Mesin : 40580336708
13 Momar Patald M. 2846 . 8U
_’ T M HPS 5@t kandzrasn dharkar 1 2% 0RO 000
AR Mg HRS sret Wain Fauln 28 200 000
 DATA KERUGIAN
16 Setan- sshab kemaceran kract [ ) e ﬁ' e
17 Bakd Debat sact timbubeyn hale %087 500 e
mengajkan kimm
18 Tunttan gant rugiaim 80% derl 7.254 007
anghe (il 17 sengan moksimul B,
dari angka 1.4
1V Lampiran Sural Kiaim sebagaimana kententusn Passl 11 ayat ()
FC. Perianian Kradt, Fo BPKS, FC STME, FC ¥TD, FC Surst Katerannan Lleahs
Dlouat 6i Brama tanggal 18 Jul 2007
TERTANGGUNG
CA MTA

1. Krodit Macat ad saat jatuh tempo PERUM PEGA CABANS B

2. Dinyataxan Pailit

7. Wandaraan Rusak Berat
4. rendaraan Hilangc

5. Masgbeh Meningaat Dinig
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Lampiran IV

Nemer : 120/Cp.00.18.7/2007

dongan ketantuan Pasal 11 Perjanjan erasams dortanggungan Krodt Lcaha Mias - Pegadalan
. tanggal 25 September 2002 dengan int kami mengajukan kaim dengan data-data cabagal
imaria tersebul dibawal ini |

| DATA PERTANGGUMGAM
1 Nama Hasabah  MOH HAIRUL SALEH H
2 Tanggal Luhir 128 Desember (570 +
3 Alamat +J1. Rainwah G112 Karang dalam Samoang
A Jumlzh Partanggungan + 41,180,000
3 Jangka Wakty Kredit E: 24 bulan
T Sakter Usahe : Pardananzen Barssa

7 ho.Notd Fenutupan renangoungan | Oiy,03.09.01 1082 19.01.0

1 DATA JARINAN

B Jawe f Mork Kendaraan : 2 Sepada motortanda & Yamahs
x 2 (anun PemouatEn L 2003 & 29Us

¢ I Nomor BRKR © NndS17384 1 & Mo 4RT235G 1
11 tomor Casie  MHIKEVA 165KZ84034 & MHI5LMOOZSK 16411
12 Nomor Mesn : 5LM164322 & KEVAE - 1259334
13 Meemer Pats! tL41684. 82 £ LE3TE ED
4 Niai HPS samt kendaraan diberikan 18,000,000
A5 Mital HPS eaa Kaim dlajukan + {7.000.000

1. DATA KERU(GSIAN
A mOO0O

17 Baid Dehet sazt timbuirya rak : gaga0on
mengapkan kiamm

18 Tualutan santi pinifidaim BO% darl ¢ 7 SRR END
angna 117 dengon mahsimal 85w

dari angka L4

IV Lammiran Surat Klaim senagamians kaniantuan Passl 17 ayat ()
| 0. Pertation Kradt, Fe BPKB, 70 STMK, P2 KTE, FC Surat Katerangen Ussks

wituat di Sronte tanggoi 18 Jull 2007
TERTANGGLUNG )

rodit Masst pdd eazt ialvh tampn pEs
Diivyaiarain Faimi
Kandaraan Rusak Rerat
. Kendaraarn Hiang

5 Nasabah Meninggal Dunia

o

§

UNIVERSITAS
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Wamer  180/0p,09,18.7/2007
Escust cengan | Tacal 11 Faranyan Kar P Wradt Ucaha Milae - Pagadaian
1o, PP RIUIAICOE/I002 tanggal 25 Soplerber 2002 dengan il Kamy mengrjukan kiaim dengan data-data sebagal
mana terseivut ot i
| DATA PERTAMGGEUMGAN
1 Mama Masabah + SLAMET RIADI
2 Trnggnt Lahr <10 Juli 1856
3 samat + JI. Jamatuddin Gunung Sekar Sampang
4 Jumiah Pertanggungan ;0,000,000
D Jangka Wakiu Kredit 2 24 hutan
£ Sektor Leaha : Perdaargan barang

7 No.Nota Fenutupan Pertanggungan  ; OWV.03.00.01108.2.13.01.0

il DATA JAMINAN

B 1onis { Mark Kendaraan : % Sapada motor | Sumpd
A  Tanun Femuustan 12002
i 10} Namer BPKB L 4177179 § & 2803881 1
11 Homor Cams S MMBED T 10XZ948252 & MHBHD 11042J310185
12 Momer Mesin 1 £10010950088 2 E102108 - 08100
13 Slapaar Pelel SMALASTR_MDE M E4RE_NE
4 pitai HPS sast kendaragn anerkan [ 16.000.000
15 bl HOT cunt biais diphiben < imson oo,

11 DALA KERUGIAN

16 Ssban - caban kamacetzn reas 1 e
17 Baid Daket sazt timboieys bale s @i758en

menpEpkan kesm
18 Tuntidan qantl riilidaim 8038 darl ¢ TN T04

angia i, |7 cengen muksi a0

danancka 1.4

: IV LampHan SUTaL KA SEDAGAIMANA KERERtUSN FaSE 11 2Yal (4)
: FC. Perianfian Hredh, Fg BEYR, FC STNK, FO XTR. FL Sueat Keterangan Ueaha

4. Kredit Maset pd aaat jatub tampa
2. Dinyatakdn St

3, Kendarazn Rusak Reral

4. Kéndaraan Hilanyg

5. Nasabzh Meninogal Duniz
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Hamer : 160/0n_08.18.7/2007
susi dengan Kelentuan Fasal 11 Peranyan Kar Pentanggungan Kreckt Usaha Mikre - Pagadaian
o PPK/KUM/COS/ZC02 tanggal 25 Septembsr 2002 dangan ini kami mengajukan klaim dengan data-data sebagal

iana tersebut dibawah ini
| DATA PERTAMGGUMTAM
1 Nama Naszhah LARD AZIS
2 Tenggal Lanir 1 10 Oktober 1875
3 Atamat : Den. Tambak RT.01/RIN'03 Kaduara Barat Pamekasan
4 Jumiah Pertanggungan :  1e400,000
D Jangka Waku Kredit ¥ 24 bukan
G Sektar Ugaka : Partamanasn harana

7 no.ota Penutupan Fertanggungan  : vy, 03.05.01108.2.13.01,0

L DATA JAMIMAN

2 tanis s Mers “sadaraan : Moo Demta
- T Fanus Pembuatan ERE. T
s 10} Momer REKR S R100707
1 Numor Cusiy $ AP3004251
12 domor Mast ¥ 5195421
13 tomer Potst tM-7481.70

14 tdial HPS saat kendaraan diverkan © 27,500,000
15 Mial HOS eaat Malm dlajuan T 22500000

1 DATA KERUGIAN

16 Sepab - sebab kemacetan kradit  : !'T'____l D I__f-‘ D D
17 Rali Dabet sast Hmbulrya hate T 40,745 800

mengajukan klaim
18 Tunidan ganti rugifdaim 80% dad ;R 598 480

enghn 1117 dengnn maksimal 555w

dari angka 1.4

1% Lampiran Surat Klaim sebapaimana & Fasai 11 ayar (2}
FIZ, Peddanfian ¥redt. Fo 9PKB. FC STMIL FC KTP, FC Surat Keterangan Uieahs

Cibuai h Branta tnggel 1§ Jub 2007

1. Hrodlit tiasot pa cact 2t tompa
£ Uiiyaiaran raii

2 Kendsrasn Pusak Berat

4. Kendaraan Hilang

. Nasabah Meringgeai Duma

§

UNIVERSITAS
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Lampiran

Mamar ; 18040 09.18.7/2007

| Sacuai dangan Pacal 11 Pacargian £ar Pacdenggungan Kradt Usaka Miira . Degadaizn
PPRKUMISE2002 tanggst 25 Ssplembsr 2002 dangan o kar mengajulan aim dengan date-data sabagal

g terselud dibawah il

i DATA PERTANGEUNGAM

1 Naria Masabeh L SREHIDAYATI

2 Tanggsl Luiw : 23 Wopemier 1870

3 Alamat : Dsn. Tengah Desa Laden RT 01/RW.01 Pamekasan
A Jumish Petanggungan : o £,200,000

5 Jangka Walkiu Krede ; 24 biflan

3 Seldor eaha : Pardamaneen Barana

T tio.Nota Fenpunupan Pertangoungan  : OA.03.05.01108.213.01.0

i1 DATA JAMIMNAN

2 Jenis / Mork Yendaragn + Seneda mater { Hands
i S Tanun Fempuatan L dlua
+ 10 Nomor BPKE + 1993703 1
11 Nomer Casis § MHIRB 1116+ KE15672
12 Nomor Mesin 1HB11E1514830
13 Nomar Pallsi TN - 4108 AN
14 Nital HPS ssat kandaraan diberisan 10,000,000
A5 bt HOT cqar baln diakikas T BNN0E

it DATA KERUGIAN
16 Sehab - cetat kemacstan kreds SRR

17 Rai Dabet saa timbulrya hk ¢ auE 500
mengajukan kiam
l 18 Tuntulen panii pigiidalm BO% dart © Z4RT 244
sngha iL17 dengan mshesisi &
dariangha 14 -
~

'V Lampiran Swat Kiaim sebagaimana Keientuan Pesal 11 ayat (d)
F. Dedanian Krach, Fz 3PX3. FC STMK. FC KTD, FC: Swrat Kateranasn Ussha

.

Diuat & Dranta tanggal 18 Jui 2007
TERTANGGUNG
1. Wradit Macet pc e2at jatuh tempe PERUM FE BRANTA

2. Dinyataxan Fatlit /

3. Kendaraan Rusak Berat
4. Kendaraan Hilang
5, Nasabzh Meninggal Dunia

§

UNIVERSITAS
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Lampian IV '
’ Famor . 150iGe.05.18.7/2607 |
Gesual dengen KeINIuAn £ a3a: 11 FEAnIN Nerasama FonangRUNGanN ITe USeNa MIRTS - Fegadaan |
MO PPRARUMOUSZEUZ (unogal 28 Seemser 2002 GBgan mli R mengajukan kiaim tengan dutd-usia sebage
mana terseour aipaan i) :
i DATA PERTANGGELIGAN
1 Mama Nasaban MOH FADILH
2 Tangpa Lahir + 08 Agustus 1861
3 Alamat : Dsn. Muarah Desa Padelegan Padsmawu Pamekasan
4 Jumiah Pertanggungan 1 7.440000
5 Janoka Walktu Kradt 2 24 bulan
& Sekior Usaha : Meubel
7 No.Nota Penutupan Pertangaungan  + OW.03.05.01108.2.13.01 0
1l DATA JAMIMAN
A tanie / Mark Landzmar :Sapeda Meter [ Honda
9 Tahun Pembuatan 12002
48 Namar BPKE 8 1 iy i
13 Nomor Casis SMHTREVATGKGTIAET
2 Homer Mesin : KEVAE1ST2288
5 iy i o= 2@ah - A
14 bk -5 wnnl RenoBiwn soedvcn 81 BG0L000
{ 13 Ml 1FS IR K dispuien i B, bed
i, SATA RERUSIAN
15 5eDAD - Se0AD KamAceIan kreor 1 TIRERS [ O S T O IO O A |
17 Bakl Dehet saa imbulnya hak T 2,897 000
TERGERkEN KiEm
18 Tututan gantl rugiidabm 60% dadl @ 2.157.600
angha 11117 dengan maleimal 80%
dan enciez 1.8
W tamplran Surat Klaim ssbaaimana kententisn Fass! 11 aval (&)
FC Perjshian Kiedll, Fe BPKE FC STHMK, FOC KTR, FC Sural Kelerangan Lisaha

Dibuat ¢ Eranta tangga! 18 Juii 2007
*-cr- e
: AN GABANG/ERANTA

1. Kract Macet pd saat [atub tampe
2. Bimyatakan Palin
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Lampiran iv
. Nomor : 190/0p.09.18.7/2007
Sesual dengan ketenluan Pasal 11 Penjaniian Kerjesama Partanggungen Kradi Uiszha Mikro - Pegadaien
PRUMLUMDS2002 tanggs! 25 Seotentiar 2002 dangan inf kami mengajuian Ksim dengan data-deta sehegal
mana tersebut dihawah inl ©
I DATA PERTAHGGUNGAM
1 Maraa Maspibah © PADAARIL T BEXe
7 Tencgsl Lar- + 17 bayghe 1aE7
2 Mamm 1 imvam ozl Mo42 2 Xal Daloenena Sampana
4 Jumiah Pedsngoungan : £L20.000
1 Jangha Waki: Kedit ) *¢ hulan
S SzigarUeaha : Pardagangan Bxrang
7 MaMala Penutupan Padanggangan 1 OW.53.06.01495.2.13.01.8
i, DATA JAVENGA
o Jems J Merk endarasn :amm;mcm
% Tohun Fembustan AR & 20ie
10 Momer BPRS 4954940 J & 2005974 4
11 nemer Sass + MHINFSOICTTRIS1309 & MHEDr 13004810830
12 homor kesin T NFGE153030 & F128ID613206
13 Nomar Petis 1 R-AgES - TE & M = 3752 NF
14 MHal HPS saat kendaraan diberlkan + 15,000,000
16 Nelal HP'S saal Walm disjukan ¢ 13,500,000
. DATA KERUGIAM
16 Sebab - sabab kemacsian krest 2 |55 2 [ T O e I I |
17 Baki Debat saat timbutnva hak T 4£053%0
mangejulan Flaim
18 Tunfutzn ganfl ualidaim 8% dad H 3804 236
angva 1 AT dangan mabrimal 0%
dari angka |4 =
e Lemplran Suret Kizim sebagetmana kartertuen Pazal 14 ayat 43
FC. Pejanjian Kreds, Fo SPKE. TS ST, FC RTP. F 2 Surad Keterangan Usaiha
Dibuat di Branta langgal 15 Juli 2007
TERTANGGUNG,

#*Qd. ; G BRANTA
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Nomor ; 18K0p 0918 7/2007

L v

Sesial dengan KFIenIEN PaSAl 11 Ferianien Kerinsama Peranggungan Kredi Ussha Mo - Pegadaian
Irla PPICKLBADOS002 tangge: 25 Sevtember 2002 dengan 'ni kami mengajuken Kiakn Senaan date tata sebaga

T SAnLY . SAIEN Femaceian wram

1T Haki Debe’ sas Imbutwa hair
e e bl

8 Tunitdan ganil naldeim 80% dar!
anglen FLA7 dengan mekeimal 805
dar angha 14

Irtana ferseout dibawzh ini :
i DATA PERTANGBUNGAN
1 Wame Nasshah * BARRUDIN
% Tanoge! Lahi + 31 Desember 1985
3 Alamat + Dven Sfab Dy Swiati
4 Jumish Partanggungan s 4,980,0m
2 Jangia Wakhy Kradit H 24 tuilan
€ Seldor Usaka : Perdagengan Barang
7 Na.MNola Penulupan Padanggungan + OW.03.05.01128.2.12.01.0
e DATA JAMAN
@ Janiz ¢ Merks handarean i Sepeda Meior / ionda
% Tahun Fembusisn AL
10 MNOmDr BFPRE TRt
11 MImer Sast I MHINEVE IAZROE046
12 Nomor Mesin 1 KEVBE 1667041
13 Nomor Pois 1= D405 - LF
4 Nag| HPS sam kenaaraen diverikan H 8 000,000
110 Ml HPS saat e disjuken H 7 000,000
i
E'l DATA KERLIGIAW

1 fete sl

f ELEE:

o Lemplan Surst Kiaim sabagairans kastentusn Pasal 14 et ()
FC, Peijanjian Kredl, Fc BPME. FC STHNK. FC TR, FC Surat Ketsrangan Usaha

1. Krean Meset pd seet jatun temec
Z, Uinyatakan Paiit

3. Kenuarasen Rusak Besar

4. Rendaraan

3. l@sapan Meninoal Dunta
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Lampian v

o Momor * 1900 08.18.7/2007
|8%5u dengan keleriian Pasal 11 X Kredt -
: Parierian Kefiasems Perizngoungan WiRGo - Pagad

25 Sentember 2002 dengan inf kam! mengajukan Keim dengan dela-data sebagel

mena lorsatt dibesh ini :

|l. DATA PERTANGOUNGAN

1 Nama Nazaheh

% Tangaei Lakie

3 plemai

4 Jumian Pertanggungen
= langka Wakiu Kract
€ Sekor Usaha

7 Maal Borl

. DATA JAMIHAL

@ Jdents £ etk Kengdarasn
5 Tahun Penibualan

10 Nomor BFRE

11 Nomor Casis

12 Homor Mesin

13 Ivomos Pols

& Teat HES saa kendaraan diberian
15 Nelgl HPS 522! italm diajukan

¥, DATA KERUGIAM

18 Sabab - sebab kamacatan irady

17 Baki Cebiel s2at tmbutyga hat:
Istejukan kalm

18 Tunduten qanil rniddaim 80% dad
angen 6 AT cengan raksimal RO,
asn angha 4

+ Spd Molor i Suun
L2003

L A453862 4

I MPIBFD ) 103185704
I E4D1-ID-169163
T LssBELY

H B.000 000
b 7.500.000

b LantTm

E21.509

'/ Lampiran S.at Klaim sabageimana kealamtian Fasat 14 ayat 2}
FC. Parjenjian Vred. Fe BV, FC STNIK. F2 TP, FC Surat Kelerangan Usahz

1. Kreatt acet po saet jswh wompo
Z. Dinyatakan Paiit

3. Renvaraan Rusek Beray

4. Kendaraan

2. Nas3nan Menngga! Dunta,

Dibuat di Branta tanggal 19 Jull 2007
RTANGGUNG
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S Lamoiran 1y
Momar - 1 0816772007
aanoan Falentuan Pasal 11 erj2sama Perienggungan Kredh g
PPI/URSID0S/2007 tanggal 25 Septaniver 2002 dengan int karm! mengalukan kiaim dengan deta-dals ssvagel
lersabdt dibavrah tnt ¢

I, DATA FERTANGGUNGAN

1 Mama Nagahayn 1 BITI SR HE
3 Tannnsel Lkl * 00 hnirtiis 19TE
3 Mzmet + Salong Perat Skek D24 Kel Gunortg Sekar Sampann
4 limisn Pengingungan 1 4,43 000
£ dnngha Wikt Veadt . 24 htar
£ Bziiarlzats £ Rostosas (Wiaruag
7 Haoblala Panutupan Parlanggungan EE= TN A R R
ik, DATA Shbtaiis
© Jenis { kerk Kenoatash 2 depean Meterfionos
3 aivn Peiluuslo . HRE ]
0 PO BETRE T 18uFoud o
11 romor Sasts & MPIRTFOOI2R00Z043
12 Momor Masin T 8TPOSRELT
13 Mamor Fokst TM-BI%-A)
14 Neal HPS saat kendarann gibemkan H 5.280.000
15 Nigl HPS saet kaim dakukan H $.000.000
[t DATA KERUGHAN
’ 16 Sabab - sebab kamacatan kredit H m ]:l D D D
17 Bak! Deba! saal Imbulmya hak H £17T.150
menaajukan tsim
18 Tunhuten gand’ reolilaim 80% dad H 3341782
angha Hl 17 denasn Maksima! BO%
dariangke (4

¢ Lampiran Sursl Kisle zabagatmana kesteniuan Paza 14 ayal (4
L. Perjarjan ¥redil. Fc BPKS. FC OTMIC FC KTP, FC Jural Kelarargan Usaha

1. mredi Maget po snat o tempe
2. Lenvaiakan Faiit

3 perrsErdan Rusen Do

. Rendaraan Heang

2 WALANSN FEAMGIR DUIHE,
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UNIVERSITAS

Lamaran v

- 800D 08 48 72007

Homor
1Sesual dengan keteriuan Pasal 11 Ferlenisn Kariasama Perfanggungan Kredd Usaha Mike - Pegadal
{hio PPRKLAAMISIZO02 tenposi 25 Seplener 2002 dengan inf wmmmmm:nmﬂ

bmana torsetun ciomyeh ini:

| DATA PERTANGRUMGAN

1 Mamsz Hasabah

3 Tanqaost Laki

3 Ammgt

4 Jumiah Perianggungen

& Jangka Waktu Kqedi

€ Sekder Usaha

7 MaMsla Peautupan Fadanggungan

I, DATA JAMINAN

O Jers ¢ Merk Kenasraan
% Taiwn Fembuaisn

0 Nownm BFKE

11 Nemer Casis

12 Nomer Mesin

14 roiner ol

12 taial HPS sAM keposraan dibertkan
15 Mgl HPS seat idain disluian

. DATA KERLIGIAN

1t 56han - sabab xemacetan ke

17 Bawi Dedel saal tnbudnys hat
ieepaliban e

13 Tuniitan gaell agisio 20% dad
giea 57 dangan maksimal B
dan angha |4

* NURHASAN M4 &

* 015 Mel 1963

+ &, Parieker Pamekasan

% 5458000

% 24 tulan

: Perdagangan Sarang

@ OW02.05.01102.213.01.8

i Sapeaa hioler ; Gueuk!

I UgS0BE1 4

S MHBFD 110K 183830 1
+ E10SIDB41526

P - AU - AN
8,780,000

L T.000 nog

: IR N N O O

e 3.007.0m

% kX LU

L amplran Sceal Kizie sshageimans bartentuar Pecal 14 et 40
T2 Perjaian Heodl, Fe 8PKD, T2 STMNK FS 1T FC Surat Katarangan Usatia

1. hreon Macet po 388t jrtun tempo
L Dinyataren Fait

3 Renduean Ruseh Beret

4. Kendaraan Hiang

5 wasavan Meninggal Dl
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L omer : i80i0p.09.16,712007
mwmammzmnmmmmmw
mana tersebut dibawan in :
. DATA PERTANGGURNGAN
1 Hama Masabah + MOH ZA5 M
2 Tangael Lakir + ¥ Crasember 1956
3 Mgms=t + Can, Yiniang £ T.02RW.02 Sranta Pesicir Pamekasan
4 Jumiah Pertenggungen % 1200000
£ langta Waldy Kragh E 24 butar
§ Saidor Uzaha : Perdagangan baang
7 Mo Mela Penutupan Paianggungan fOWBILELIICE 213012
il DT A dfbhiabis
© denia ¢ baem Kencarean & Wbnes Troce { Wisaucem
5 FAln Femouian L19EF
0 momur B LSRR
11 remer Caus PFETIIE-0T 09T
12 Momar Masn FADMC-TEIBE
13 Nemor Foir LRI FUBY . D
13 Nt# HPS £32t kandarasn dinerikan Y B0.000,000
13 Mgl HPE gaat biaim diajuian P M000.000

1!. DATA KERLIGIAN

16 Ssbab « sebab kemacetan lrean

17 Baki Debat saat tindulnya hat
manoajukan kisim

18 Tunfulan ganil nigidaim 80% dari
BNg%a 1T dengan maksimal 6%
dart angha 14

™ Lampiran Surat Kisim sabapatmana kerlantuan Basal 11 ayat (4)
FC. Pesianjian Kradlt, Fe EPKE, FC STHK, FCKTP, FC Surat Kelerangan Usaha

: [ s v O A o

o Z4pa5000
Lo iETie 00

A, Hredt Macer po sant jauh tompo
2. Dmyatakan Paiit

B RengEBEn Rusal Sera

<, Kenoaraan ruizng

B, Nasanan menmonat Cuna
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